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MOTTO 
 
 
                              
                         
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan 
perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha 
penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’: 29) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah: 
1. Konsonan  
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambngakan dengan tanda sebagian lahi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berikut: 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا 
 
Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب 
 
Ba B Be  
ت 
 
Ta T Te  
ث 
 
Sa S Es (dengan titik di atas) 
ج 
 
Jim J Je  
ح 
 
Ha H Ha (dengan titik di bawah) 
خ 
 
Kha Kh Ka dan ha 
د dal d De  
viii 
 
 
ذ 
 
Zal Z Zet (dengan titik di atas) 
ز 
 
Ra R Er  
ش 
 
Zai Z Zet  
ض 
 
Sin S Es  
ش 
 
Syin Sy Es dan ye 
ص 
 
Sad S Es (dengan titik di bawah) 
ض 
 
Dad D De (dengan titik di bawah) 
ط 
 
Ta T Te (dengan titik di bawah) 
ظ 
 
Za Z Zet (dengan titik di bawah) 
ع 
 
‘ain  ...’..... Koma terbalik di atas 
غ 
 
Gain G Ge  
ف 
 
Fa F Ef  
ق 
 
Qaf Q Ki  
ك 
 
kaf  K Ka  
ل lam l El  
ix 
 
 
و 
 
Mim M Em  
ن 
 
Nun N En  
و 
 
Wau W We  
ي 
 
Ha H Ha  
ء 
 
hamzah ...’... Apostrop  
ي 
 
Ya Y Ye 
 
2. Vokal  
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong, 
a. Vokal tunggal  
Vokal Tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa 
tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda  
 
Nama  Huruf Latin  Nama  
 Fathah  
 
A a 
 Kasrah  
 
I i 
 Dammah  
 
U u 
 
 
 
x 
 
Contoh: 
 
No 
  
Kata Bahasa Arab Transliterasi  
1. 
 
ةتك Kataba  
2. 
 
سكذ Zukira  
3. 
 
ةهري Yazhabu  
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama  Gabungan Huruf Nama 
 ي. . . . . ا 
 
Fatihah dan ya Ai  a dan i 
و. . . . . . ا 
 
Fatihah dan wau Au  a dan u 
 
Contoh: 
 
No 
 
Kata Bahasa Arab Transliterasi  
1.  
 
فيك Kaifa  
2. 
 
لىح Haula  
 
 
xi 
 
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa huruf harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
 
Harakat 
dan Huruf 
Nama  Huruf dan 
Tanda 
Nama  
ي. . . . . ا 
 
Fathah dan alif atau 
ya 
A a dan garis di atas 
ي. . . . . ا 
 
Kasrah dan ya I i dan garis di atas  
و. . . . . ا Dammah dan wau 
 
U u dan garis di atas 
 
Contoh:  
 
No  
 
Kata Bahasa Arab Transliterasi  
1. 
 
لاق Qala  
2. 
 
ميق Qila  
3. 
 
لىقي Yaqulu  
4. 
 
يمز Rama  
 
 
 
 
 
 
xii 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah 
atau dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 
adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata 
itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
 
No  Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلاا ةضوز Raudah al-atfal/ raudatul 
atfal 
2. 
 
ةحهط Talhah  
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. 
Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan 
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 Contoh: 
No. 
  
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. 
 
ابتز Rabbana  
2. 
 
لّصو Nazzala  
 
xiii 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu 
 لا . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan 
huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan 
sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
 
No 
 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. 
 
مجّسنا Ar-rajulu 
2. 
 
للاجنا Al-jalalu 
 
7. Hamzah  
Sebagaimana telah disebutkan didepan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan 
diakhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan 
karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh 
berikut ini: 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi  
xiv 
 
  
1. 
 
مكا Akula  
2. 
 
نورخات Ta’khuduna  
3. 
 
ؤىنا An-Nau’u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam translitertasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang 
berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, namun 
diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 
sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri 
tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya. 
Penggunaan huruf awal kalimat untuk Allah hanya berlaku bila 
dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan 
tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh: 
No  
 
Kalimat Arab Transliterasi  
1. 
 
لىسز لاا دمحم امو Wa ma Muhammadun illa rasul 
2. 
 
هيمناعنا بز لله دحمنا Al-hamdu lillahi rabbil ‘alamina 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 
xv 
 
yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau 
harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam 
translitersinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada 
setiap kata atau bisa dirangkaikan. 
Contoh: 
 
No 
  
Kalimat Bahasa Arab Transliterasi  
1. هيقشاسنا سيخ ىهن للهاواو Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/ 
Wa innallaha lahuwa khairur-raziqin  
2. ناصيمنا و ميكناىفواف Fa aufu al-Kaila wa al-mizanna/ Fa 
auful-kaila wal mizanna 
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ABSTRACT 
LAYLIN NIHAYATUL KHUSNA, NIM : 142.111.008, “THE 
OPINION OF SYA<FI’I SCHOOL ABOUT BUYING AND SELLING 
KHIYA<R AND ITS COMPARISON WITH THE LAWS AND 
REGULATIONS IN INDONESIA”, The production is procces  of the needs of 
the community is increasingly developing, and produce product that cannot be 
estimated by the risk and their use by consumers. For this reason, a guarantee is 
needed in buying and selling. Guarantee is part of the an agreement in buying and 
selling, where the seller bears  the good or the right of item sold for specified 
period. In the life of islam, there are some maz|hab who argue about khiya<r which 
is then used as legitimacy in the legal field, one of which is made maz|hab Sya<fi’i. 
Of course thre are differences and similarities between the khiya<r maz|hab Sya<fi’i 
concept and the consumer protection act which regulates the warranty.  
Starting from this, it is very urgent to review the basic. Sya<fi’i about the 
different concept of maz|hab Sya<fi’i and the consumer protection act regarding 
guarantees, because this system is felt to be very helpful for the community to get 
the rights and guarantees in consumer protection. Therefor, there needs to be 
further legal clarity.  
The result of the study show that between the concepts of the khiya<r 
Sya<fi’i sect dan the regulation on invitation laws in Indonesia which govern 
guarantees there are similarities and differences. The similarity is that there are 
similarities in the concept of guarantee with khiy<ar ‘ay<b and khiy<ar syart, between 
guarantees and khiya<r there are time constraints, both of which give rise to legal 
consequences, both are result of an agreement between seller and buyer, besides 
both have the same benefits and objectives. Whereas difference lies in the 
concept, duration of time, legal consequences, the presence and absence of the 
agreement card, and the legal source of the khiya<r and the guarantee.  
Keywords: khiya<r maz|hab Sya<fi’i, guarantee.  
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ABSTRAK 
LAYLIN NIHAYATUL KHUSNA, NIM : 142.111.008, “PENDAPAT 
MAZ|HAB SYA<FI’I TENTANG KHIYA<R JUAL BELI DAN 
PERBANDINGANNYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG 
UNDANGAN DI INDONESIA TENTANG GARANSI”. Proses produksi 
barang kebutuhan masyarakat semakin berkembang, dan menghasilkan produk 
yang tidak dapat diperkirakan risiko dan pemanfaatannya oleh konsumen. Untuk 
itu dibutuhkan adanya garansi dalam jual beli. Garansi adalah bagian dari suatu 
perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan 
barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan. Dalam kehidupan Islam 
sendiri mengenal beberapa maz|hab yang berpendapat mengenai khiya<r, salah 
satunya adalah maz|hab Sya<fi’i. Tentunya ada perbedaan dan persamaan antara 
konsep khiya<r maz|hab Sya<fi’i dan Perundang Undangan di Indonesia yang 
mengatur tentang garansi. Berawal dari hal tersebut, sangatlah urgen untuk 
meninjau tentang perbedaan konsep maz|hab Sya<fi’i dan Perundang Undangan di 
Indonesia tentang garansi. 
Berangkat dari pemasalahan tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk 
mengetahui apa saja perbedaan antara konsep khiya<r jual beli maz|hab Sya<fi’i dan 
Undang-Undang Perindungan Konsumen yang mengatur tentang garansi. Penulis 
menggunakan metode kepustakaan (library research). Pengambilan data dalam 
penelitian ini difokuskan dalam kitab-kitab maz|hab Sya<fi’i. Selanjutnya data 
dikumpulkan dan dianalisis dengan cara membandingkan, untuk selanjutnya 
ditarik kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara konsep khiya<r maz|hab Sya<fi’i 
dan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia yang mengatur tentang garansi 
terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah adanya persamaan 
konsep garansi dengan khiy<ar ‘ay<b dan khiy<ar syart{, antara garansi dan khiy<ar 
terdapat pembatasan waktu, keduanya menimbulkan akibat hukum, keduanya 
merupakan hasil dari suatu perjanjian dan kesepakatan antara penjual dan 
pembeli, selain itu keduanya mempunyai manfaat dan tujuan yang sama. 
Sedangkan perbedaanya terletak pada konsep, durasi waktu, akibat hukum, ada 
dan tidaknya kartu perjanjian, dan sumber hukum dari khiy<ar  dan garansi itu 
sendiri.  
Kata kunci: Khiya<r maz|hab Sya<fi’i, garansi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Suatu kenyataan bahwa islam adalah agama yang bersifat universal dan 
berlaku sepanjang masa dihadirkan tidak lain agar manusia dapat mengarungi 
hidup dengan segenap aturan-aturan yang telah ada dalam agama tersebut. 
Selain merupakan makhluk Allah SWT yang diciptakan dengan bentuk 
terbaik, manusia juga merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang 
berkodrat hidup dalam masyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya. 
Sebagai makhluk sosial manusia tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan 
hidupnya, ia membutuhkan pertolongan sesamanya. Pergaulan hidup tempat 
setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain itu 
bisa disebut mu’amalat.1 
Dalam kesempatan yang lain, Allah juga menggariskan aturan baku 
mengenai etika dalam setiap interaksi baik berkenaan dengan bentuk transaksi 
maupun aturan hidup secara umum. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam 
firman-Nya 
جت َنوُكت ْنَأ اَّلِإ ِلطابْلاِب مُكنيب مُكَلاومَأ اوُلُكْأت اَل اونمآ نيذَّلا اهّيَأ اي ٍضارت نع ًةرا
 مُكنم ۚ  مُكسُفنَأ اوُلتْقت اَلو ۚ اميحر مُكِب َناَك هَّللا َّنِإ  
Artinya:“Hai orang orang yang beriman, janganlah kalian saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan 
perniagaan berlaku dengan suka samasuka diantara kamu. Dan janganlah 
                                                          
1Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Mu’amalat, Hukum Perdata Islam, 
(Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm.11. 
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kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang 
kepadamu”(Q.S. An-Nisa’(4):29).2 
 
Suatu refleksi dan analisis terlihat bahwa alQur’an telah memberikan 
tuntunan etika dalam bermu’a<malah, termasuk dalam kegiatan jual beli. 
Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa dalam melakukan transaksi 
jual beli sangatlah dipentingkan sifat kejujuran, transparansi, pelayanan yang 
unggul, kompetensi, dan melarang segala bentuk penipuan yang merugikan 
orang lain.3 
Pembeli dalam transaksi jual beli sudah seharusnya mendapatkan 
jaminan terhadap kerusakan barang yang telah dibelinya. Pembeli pun 
diperbolehkan untuk memeriksa barang yang akan dibelinya dan diberi 
jaminan akan kualitas suatu mutu mengenai sebuah barang yang akan 
dibelinya, penjaminan tersebut harus diadakan untuk beberapa waktu 
kedepan, dan apabila barang tersebut rusak dalam masa jaminan maka 
pembeli diizinkan untuk menukar atau mengembalikannya kepada penjualnya 
dengan mendapat penggantian secara tunai atau mendapat potongan harga. 
Garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana 
penjual menanggung kebaikan barang yang dijual untuk jangka waktu yang 
ditentukan. Apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat, maka 
segala biaya perbaikannya ditanggung oleh penjual, sedang peraturan-
                                                          
2
Departemen Agama RI, al-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 
2014), hlm. 83. 
 
3Alie Yafie, Fiqh Perdagangan Bebas (Jakarta: Teraju, 2003), hlm.13. 
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peraturan garansi biasanya tertulis pada suatu surat garansi.4 Dalam kitab 
Undang-undang hukum perdata garansi termasuk pada bagian jaminan 
perorangan, yang diatur  pada buku III Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata. Garansi adalah bagian dari  suatu perjanjian, maka termasuk didalam 
buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perikatan (van 
verbintenissen). Perjanjian garansi diatur dalam Pasal 1316 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata.5 
Dengan demikian garansi merupakan salah satu bentuk layanan yang 
diberikan penjual kepada pembeli, terutama hak untuk memperoleh barang 
yang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan. Pada tahap ini kepuasan 
konsumen atau kekecewaannya berkenaan dengan transaksi yang 
diselenggarakan akan menjadi kenyataan, apakah barang yang telah dibeli 
oleh konsumen tersebut berkualitas baik atau tidak. Untuk mengetahui hal ini, 
maka garansi memiliki peran yang sangat penting bagi konsumen. Dapat 
disimpulkan bahwa layanan garansi merupakan bentuk penanggungan yang 
menjadi kewajiban penjual kepada pembeli terhadap cacat-cacat yang 
tersembunyi. Selain itu, garansi juga sebagai salah satu upaya untuk 
melindungi kepuasan konsumen. Di dalam undang-undang perlindungan 
konsumen telah dijelaskan aturan mengenai garansi, salah satunya yang ada 
di pasal 25 Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999, yang berbunyi: 
                                                          
4Ummy Salamah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Garansi dalam Jual Beli”, Skripsi 
tidak diterbitkan, jurusan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hlm. 41. 
5
Rachmadi, 2009. Hukum Jaminan Keperdataan (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.23-24. 
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1. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya 
berkelanjutan  dalam batas waktu  sekurang-kurangnya  1 (satu) tahun 
wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purnajual dan wajib 
memenuhi jaminan atau garansi sesuai yang diperjanjikan. 
2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab 
atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha 
tersebut: a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang 
dan/atau fasilitas perbaikan; b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi 
jaminan dan/atau garansi yang diperjanjikan.6 
Garansi yang diaplikasikan dalam aktivitas jual beli sejauh ini hanya 
terbatas pada garansi terhadap produk barang dan biasanya garansi memiliki 
batas waktu. Akan tetapi batas waktu yang diaplikasikan dalam setiap penjual 
pasti akan berbeda. Mereka akan menentukan jangka waktu garansi 
berdasarkan kualitas dan kuantitas barang. Secara garis besar dapat 
disimpulkan bahwa garansi dapat diklasifikasikan berupa bentuk penggantian 
barang secara total dan jaminan perbaikan (service).  
Untuk menyikapi fenomena garansi/jaminan, ulama fiqh dan jumhur 
ulama berpendapat bahwa garansi itu diperbolehkan. Di indonesia sendiri, 
maz|hab Sya<fi’i adalah maz|hab yang paling umum digunakan, banyak dari 
kalangan ulama Sya<fi’iyyah yang berpendapat mengenai khiya<r dan pendapat 
para ulama tersebut banyak dijadikan pedoman dalam pengistinbathan hukum 
                                                          
6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
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di Indonesia. Imam Sya<fi’i berkata bahwasannya jual beli tidak wajib kecuali 
apabila kedua pelaku jual beli berpisah atau salah seorang diantara keduanya 
memberikan hak khiya>r kepada yang lain setelah terjadi transaksi jual beli 
hingga ia dapat memilih (untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya).7  
ف اشلا َلاَقع هَّللا همحر ي:ا كل ام انربخَاَنا ِنبس ,نع عفان ,رمع ِنب هَّللادبع نع , َّنَا
َلاَق مّلسو هيَلع هَّللا يَّلص هَّللا لوسر: هِبحاص يلع ِرايلخاِب امهنم دحاو ُّلُك ناعِباتتمْلاو
ِرايخْلا عيب َّلاِإ اَقِرتْفي مَلام8    
“(Apabila) ada dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing 
dari keduanya memiliki hak khiya<r selama keduanya belum berpisah, kecuali 
jika telah ditetapkan jual beli dengan hak khiya<r”.9 
Sedangkan Para jumhur ulama menggunakan dasar hukum khiya<r, dari 
h{adis| yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar: 
هيلع ُاللها ىلص ِاللها ِلوسر نع امهنع ُاللها يضر رمع ِنبا ِنع  عيابتاَذِإ َلاَق هنَأ مَّلس و
َأ ريخي وَأ اعيمج اناَك و اَقرَفتي مَلام ِرايخْلاِب امهنمدحاو ُلُكَف نَلاجرلا امهدح
م دحاو كرتي مَلو اعيابتي ْنَأ دعب اَقرَفت ْنِإو عيبْلا بجو دَقَف كلَذ ىَلع اعيابتَفرخلآا امهن
عيبْلا بجو دَقَف عيبْلا)يراخبلا هاور(  
Artinya:“Jika dua orang saling berjual beli, maka setiap orang dari 
mereka memiliki hak khiya<r selama belum berpisah dan mereka sama-
sama (dalam satu tempat), atau salah satu dari mereka memberikan 
                                                          
7 Imam Sya<fi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab Al Umm, terj. Imron 
rosidi,dkk, (Jakarta: Pustaka Azam, 2013),  hlm. 3.  
 
8 Abi abdillah Muhammad bin Idris As-Sya<fi’i, al Umm, (Lebanon: Dar al Kutub al 
Alamiyyah, T.t), hlm.5. 
 
9
 Imam Sya<fi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab Al Umm, hlm.2. 
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khiya<r kepada yang lainnya kemudian mereka melakukan transaksi jual 
beli atas khiya>r tersebut sungguh telah terjadi jual beli, dan salah satu 
dari mereka tidak meninggalkan jual beli maka terjadilah jual beli.”10 
Adanya legalitas garansi diatas, menunjukkan bahwa Islam memberikan 
pengakuan terhadap keberadaan garansi, mengingat bahwa tujuan dan 
manfaat garansi seperti halnya dengan manfaat dan tujuan dari khiya>r , maka 
garansi yang merupakan perjanjian  yang berupa penjaminan terhadap cacat 
yang tersembunyi oleh penjual kepada pembeli dalam jangka waktu tertentu, 
seolah olah garansi tersebut adalah implementasi dari salah satu hukum Islam 
yaitu tentang pembeli berhak menggunakan hak khiya>r nya apabila terdapat 
cacat yang  diketahui sebelumnya. Jika benar demikian, maka akan timbul 
sebuah pertanyaan apakah antara garansi dan Khiya<r tersebut mempunyai 
persamaan dan perbedaan.  
Disisi lain terdapat juga unsur perlindungan terhadap konsumen dari 
segala bentuk penipuan. Perlindungan konsumen tidak hanya diatur dalam 
fiqh yang seolah-olah termanifestasikan dalam bentuk khiya>r saja, akan tetapi 
dalam hukum negara Indonesia juga diatur tentang garansi sebagai upaya 
untuk melindungi hak-hak konsumen yang disebutkan dan dijelaskan dalam 
beberapa Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pendapat maz|hab Sya<fi’i terhadap khiya>r dalam jual beli? 
2. Bagaimana garansi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia? 
                                                          
10
Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Jufi, Shohih al-Bukhari , Vol. III (Darut Tauqin 
Najat,  1422 ),  hlm. 64. 
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3. Bagaimana persamaan dan perbedaan khiya>r jual beli pendapat maz|hab 
Sya<fi’i dengan garansi dalam Peraturan Perundang-Undangan di 
Indonesia? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui pendapat maz|hab Sya<fi’i tentang khiya>r  jual beli. 
2. Mengetahui garansi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. 
3. Mengetahui perbedaan khiya>r jual beli pendapat maz|hab Sy<afi’i dengan 
garansi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk penulis 
secara pribadi maupun masyarakat secara umumnya. Adapun maanfaat dari 
penelitian ini yaitu: 
1. Mendapatkan pengetahuan mengenai khiya>r jual beli menurut maz|hab 
Sya<fi’i khusunya bagi para penjual dan pembeli dalam melakukan 
transaksi dan umumnya bagi para pembaca. 
2. Mengetahui perbedaan khiya>r jual beli menurut maz|hab Sya<fi’i dengan 
Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai acuan dalam 
bermuamalah khususnya dalam transaksi jual beli. 
E. Kerangka Teori 
Dalam penelitian yang berjudul “Pendapat Maz|hab Sya<fi’i Tentang 
khiya>r Jual Beli Serta Perbandingannya dengan Peraturan Perundang 
Undangan di Indonesia Tentang Garansi” ini, penulis menggunakan teori: 
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1. Teori Khiya<r 
a. Pengertian Secara Bahasa 
Kata khiya>r secara etimologi merupakan bentuk masdar yang 
berasal dari ikhtiya>r (ارایتحا) yang berarti memilih, terbebas dari al-’ayb 
dan melaksanakan pemilihan. Pembahasan al-khiya>r dikemukakan para 
‘ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam 
bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak 
bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi 
beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.11 
b. Pengertian Secara Istilah 
Sedangkan secara terminologi, para ulama fiqh telah 
mendefinisikan khiya>r, antara lain menurut Sayyid Sabi>q:12 
 هخِسَفو عيبْلَا ِءاضما نيب ِنيرمَلأْلا ِريخ بَلَط...لخا13  
Artinya:Permintaan untuk diberlakukan hak memilih bagi penjual dan 
pembeli agar dalam waktu tertentu dapat menentukan apakah jual 
belinya akan dilanjutkan atau dibatalkan. 
Khiya>r itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan 
berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang 
membutuhkan khiya>r. Akan tetapi karena dengan sistem khiya>r ini 
adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari 
pembeli atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap barangnya 
                                                          
11Abdul Rahman G{azaly, Fiqh Mu’amalat (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 97. 
 
12Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Beirut: D{a>r al-Fikr, 1983), jilid III, cet.ke-4, hlm. 164. 
 
13Ibn Qa>sim al-Gha>zi>, Fath } al-Qari}>b (Beiru>t: Da>}r- al Kutub al-Isla}mi>yah, t.t), hlm.71. 
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segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi 
sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat 
barang yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya 
dikembalikan lagi sesudah akad jual beli, maka oleh karena itu, untuk 
menetapkan sahnya ada khiya>r harus ada ikrar dari kedua belah pihak. 
Hak khiya>r ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang 
melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang 
mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu 
transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan khiya>r oleh 
syara’ berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan 
kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi 
penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu. 
Hak Khiya>r juga ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan  
dan kepuasan  timbal balik  pihak-pihak yang melakukan  transaksi jual 
beli. Dari satu segi memang khiya>r ini tidak praktis karena mengandung 
unsur ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak 
yang melakukan transaksi, khiya>r ini menjadi pilihan terbaik.14 
Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil 
intisari bahwa khiya>r adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau 
membatalkannya, karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, 
atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. 
Tujuan diadakannya khiya>r tersebut adalah untuk mewujudkan 
                                                          
14Amir Syarifuddin, Fiqh Mu’amalah (Jakarta: Pranada Media, 2003), hlm. 213. 
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kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal 
setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju. 
Adapun landasan hukum khiya>r  adalah sebagai berikut: 
a. Al-Qur’an surat An-Nisa>' Ayat 29 
 نع ًةراجت َنوُكت ْنَأ اَّلِإ ِلطابْلاِب مُكنيب مُكَلاومَأ اوُلُكْأت اَل اونمآ نيذَّلا اهيَأ اي
 مُكنم ٍضارت ۚ  مُكسُفنَأ اوُلتْقت اَلو ۚ اميحر مُكِب َناَك هَّللا َّنِإ  
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan 
jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. 
(Q.S. An-Nisa’(4):29). 15 
b. Hadi>s| 
Khiya>r hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah saw. 
Diantara sunnah tersebut adalah h{adi>s||| yang diriwayatkan oleh Al-
Bukha>ri> dari Abdullah bin Al-H{ari>s|: 
 
 اللها ىلص اللها ُلوسر َلاَق هنع ُاللها يضار ٍمازح ِنب ِميكح نع ناعيبْلا مَّلسو هيَلع
م ِرايلخاِبح َلاَق وَأ اَقرَفتي ْلما امِهعيب يف امهَل كِروب انيبو قدص ْناَف اَقرَفتي ىت
 امِهعيب ُةَكرب تَقحم ابَذَكو امتَك ْنِإو)راخبلا هاوري(  
                                                          
15Departemen Agama RI, al-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 
2014), hlm. 83. 
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Artinya: Dari H{aki>m bin H{iza>m, dia berkata, Rasullullah salla>lla>h 
‘alayh wa sallam bersabda, ‘Dua orang yang jual beli mempunyai 
hak pilih selagi belum saling berpisah’, atau beliau bersabda, 
‘Hingga keduanya saling berpisah, jika keduanya saling jujur dan 
menjelaskan, maka keduanya diberkahi dalam jual-beli itu, namun 
jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka 
barakah jual-beli itu akan dihapuskan’. (HR.Bukha>ri>).16 
 
مَّلس و هيلع ُاللها ىلص ِاللها ِلوسر نع امهنع ُاللها يضر رمع ِنبا ِنع  اَذِإ َلاَق هنَأ
عيابت  امهنم دحاو ُلُكَف نَلاجرلاِرايخْلاِب َناَك و اَقرَفتي مَلام  ريخي وَأ اعيمج
ْنِإو عيبْلا بجو دَقَف كلَذ ىَلع اعيابتَفرخلآا امهدحَأ  مَلو اعيابتي ْنَأ دعب اَقرَفت
ا امهنم دحاو كرتيعيبْلا بجو دَقَف عيبْل )بلا هاوريراخ(  
 
Artinya:“Dari ‘Abdullah bin ‘Umar Radiyallah ‘Anhuma, dari 
Rasululla>h SAW, beliau bersabda, “Apabila ada dua orang 
mengadakan akad jual beli, maka masing-masing boleh khiya>r 
selagi belum berpisah, sedangkan mereka berkumpul; atau salah 
seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk khiya>r, 
kalau salah seorang sudah mempersilahkan yang lain untuk khiya>r 
kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan khiya>r tersebut, 
maka jual beli jadi; dan apabila mereka berpisah sementara tidak 
ada seorangpun yang meninggalkan jual beli (tetap memilih). 
khiya<r, maka harus jadi.”(HR. Bukha>ri>)17 
 
2. Teori Perbandingan 
Perbandingan adalah menganalisa 2 hal atau lebih untuk mencari 
persamaan dan perbedaannya, dapat di samaartikan dengan istilah 
komparatif dimana dengan konsep ini dapat menemukan persamaan dan 
perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja 
                                                          
16
Kathur Suhardi, Edisi Indonesia: Syarah Hadis| Pilihan Bukha>ri> Muslim (Jakarta: Da>rul 
Falah, 2002), hlm. 580. 
 
17Ibid,. 
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dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan 
pandangan orang, group atau negara, terhadap kasus, peristiwa/ ide-ide.18 
3. Teori Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 
 Sampai saat ini, belum ada kesepakatan tentang penggunaan istilah 
peraturan perundang-undangan. Dalam kenyataan, baik dalam naskah 
peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur Hukum 
Tata Negara Indonesia, terdapat empat istilah yang sering ditemui dalam 
menyebut peraturan perundang-undangan, yaitu; pertama, peraturan 
negara; kedua, peraturan perundangan; ketiga, perundang-undangan; dan 
keempat, peraturan perundang-undangan.  
Dalam bahasa Belanda, dikenal Istilah wet, wetgeving, wettelijke 
regels atau wettelijke regeling(en) Istilah wet sendiri dibedakan  antara wet 
in formele zin (undang-undang dalam arti formal) dan wet in materieie zin 
(undang-undang dalam arti material). Istilah perundang-undangan dan 
peraturan perundang undangan berasal dari Istilah wettelijke regels. 
Sedangkan istilah peraturan negara mungkln merupakan terjemahan darl 
staatsregeiing.  Istilah peraturan negara dipergunakan oleh Solly Lubis. 
Lubis juga mempergunakan istilah peraturan perundang-undangan dan 
perundang-undangan, tetapi yang dimaksudkan dari kedua istilah ini 
adalah peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara. 
                                                          
18Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka 
Cipta, 2006), hlm. 236. 
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Sedangkan yang dimaksudkan adalah peraturan yang dilahirkan dari 
perundang-undangan, disebut peraturan (negara) saja. 
Penggunaan istilah peraturan perundang-undangan lebih berkaitan 
atau lebih relevan dalam pembicaraan mengenai jenis atau bentuk 
peraturan (hukum).  Dalam konteks lain lebih “kena” dipakai istilah 
perundang-undangan saja, misalnya istilah ilmu Perundang-Undangan, 
Teori Perundang Undangan, Dasar-Dasar Perundang-undangan,dan 
sebagainya.19 
4. Teori Garansi 
Kata garansi berasal dari Bahasa Inggris guarantee yang berarti 
jaminan atau tanggungan.20Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, garansi 
mempunyai arti tanggungan, garansi adalah bagian dari suatu perjanjian 
dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan 
barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan. Apabila barang 
tersebut mengalami kerusakan atau cacat, maka segala biaya perbaikannya 
ditanggung oleh penjual, sedang peraturan-peraturan garansi biasanya 
tertulis pada suatu surat garansi.21 
 
                                                          
19 Syihabudin, “Kajian Terhadap Jeni dan Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan 
Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol.10 Nomor 23, 2003, hlm. 49. 
 
20
John M.Ecols dan H}{assan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia 
Utama, 2003),hlm. 282. 
 
21Ummy Salamah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Garansi dalam Jual Beli” Skripsi 
tidak diterbitkan, fakultas syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2002,hlm. 41. 
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5. Teori Qiya<s 
Qiya<s menurut bahasa yaitu menetapkan bagi sesuatu dengan apa yang 
semisalnya. Misalnya seseorang mengukur kain dengan meteran sama 
dengan ukuran kain yang lain. Abu al-Husain al Bashri (w. 436 H) 
merumuskan  qiya<s  itu adalah : Upaya mengeluarkan hukum atas sesuatu 
yang belum ada hukumnya sebanding dengan sesuatu yang ada hukumnya, 
dengan memperhatikan kesamaan alasan (‘illat) antara keduanya. 
Berdasarkan tersebut, maka apabila ada suatu kasus yang hukumnya telah 
ditetapkan dalam suatu nas dan ‘illat hukumnya telah diketahui menurut 
cara-cara me ngetahui ‘illat hukum, kemudian didapat pula suatu kasus 
lain yang hukumnya tidak ditetapkan oleh suatu nas, tetapi ‘illat 
hukumnya adalah sama dengan ‘illat hukum dari kasus yang telah 
memiliki nas tersebut, maka hukum kasus yang tidak ditetapkan oleh nas 
itu disamakan dengan hukum kasus yang telah ada nasnya, sebab adanya 
persamaan’ illat hukum pada kedua kasus itu. Jumhur ulama, memandang 
qiya<s sebagai dalil hukum yang dijadikan salah satu metode istinbath 
hukum Islam. Jumhur ulama menjadikan qiya<s sebagai metode istinbath 
hukum Islam, adalah sebagai pengamalan terhadap teks Al-Quran pada 
surah An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan apabila ditemui suatu 
peristiwa atau kasus yang tidak didapat hukumnya dalam kitab Allah dan 
sunnah Rasul Muhammad Saw agar merujuk (dikembalikan) kepada Al-
15 
 
Quran dan Sunnah. Karena itu penggunaan qiya<s dalam istinbath hukum 
merupakan bagian yang esensial dalam pembahasan ilmu ushul fiqh.22 
 
F. Telaah Pustaka  
Diantara karya tulis yang membahas terkait dengan garansi adalah skripsi 
Gunawan Wihananto yang berjudul “Penerapan Khiya<r Dalam Jual Beli 
Pakaian (Studi Kasus Terhadap Para Pedagang Muslim Di Pasar 
Kartasura)”. Dalam penelitian tersebut, menyimpulkan bahwa pelaksanaan 
khiya<r telah membudaya dalam kegiatan jual beli pakaian di pasar Kartasura 
dan sudah mencakup empat macam khiya<r yang telah dibahas dalam 
penelitian tersebut, yaitu Khiya<r Syart, Khiya<r Majlis, Khiy<ar ‘Aib, dan 
Khiya<r Ta’yin.23 Dari kesimpulan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 
letak perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas 
tentang pelaksanaan khiya<r di Pasar Kartasura, sedangkan penelitian ini 
membahas tentang Perbedaan Khiya<r pendapat maz|hab Sya<fi’i dengan 
garansi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. 
Kemudian, skripsi Al Maskan Muqor tahun 2007 yang berjudul 
“Ketentuan Khiya>r‘Aib Menurut Fiqh Sya>fi’i> (Studi maz|hab Kasus di Toko 
bangunan “Agung Raya” Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan). 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa motivasi praktek khiya>r al-‘ayb di toko 
                                                          
22 Fathurrahman Azhari, “Qiyas Sebagai Metode Penggalian Hukum Islam”, 
(Banjarmasin: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, t.t, hlm1. 
 
23 Gunawan Wihananto, “Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Pakaian (Studi Kasus 
Terhadap Para Pedagang Muslim Di Pasar Kartasura)”, skripsi tidak diterbitkan, jurusan Syariah 
STAIN Surakarta, Surakarta,2006, hlm.64. 
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bangunan Agung Raya bertentangan  karena lebih cenderung untuk mencari 
untung sendiri tanpa memperhatikan upaya perlindungan konsumen. Dalam 
praktik khiya>r al-‘ayb ditoko tersebut setiap pembelian awal dan jenis barang 
cacat yang boleh dikembalikan sangatlah terbatas serta jangka waktu 
pengembalian barang cacat satu hari setelah pembelian.24 Letak perbedaan 
skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah dalam skripsi tersebut hanya 
memaparkan satu jenis khiya<r, sedangkan dalam penelitian ini penulis 
memaparkan jenis-jenis Khiya<r berdasarkan pendapat Maz|hab Sya<fi’i.   
Selanjutnya Skripsi Agus Setya Budi tahun 2009 yang berjudul 
”Tinjauan Hukum Islam terhadap Garansi Pada jual Beli Komputer” (Studi 
Kasus di Toko Istana Komputer Ponorogo). Dalam penelitian ini 
menyimpulkan bahwa analisa hukum Islam terhadap ketentuan–ketentuan 
akad garansi jual beli hardware komputer di Toko Istana Komputer Ponorogo 
adalah telah sesuai dengan hukum Islam karena telah dipenuhi syarat dan 
rukun kafalah yakni adanya ijab dan qabul serta adanya penjamin orang yang 
dijamin dan orang yang berutang dan yang berpiutang. Selain itu, ada 
kerelaan dan ridlo atas isi perjanjian yang dilaksanakan kedua belah pihak.25 
Titik perbedaannya dengan penelitian ini adalah dalam skripsi tersebut 
menganalisis penerapan garansi dalam sebuah toko komputer, sedangkan 
                                                          
24Al-Maskan Muqor, “Ketentuan Khiya>r al-‘Ayb Menurut Fiqh Mad{hab Sya>fi’i (Studi 
Kasus di TB, Agung Raya Kecamatan Kartoharjo”, Skripsi tidak diterbitkan, jurusan Syariah 
STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2007, hlm. 75. 
 
25Agus Setya Budi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Pada Jual Beli Komputer 
(Study Kasus Di Toko Islam Ponorogo”, Skripsi tidak diterbitkan, jurusan Syariah STAIN 
Ponorogo, Ponorogo, 2007, hlm. 71. 
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dalam penelitian ini hanya membahas garansi dari segi toeri Peraturan 
Perundang-Undangan di Indonesia, bukan pada penerapan garansi itu sendiri.  
Kemudian, skripsi Chafid Asnawi tahun 2017 “Perspektif Imam 
Maz|hab Terhadap Garansi Jual Beli Konvensional”. Dalam skripsi tersebut 
menyimpulkan bahwa imam maz|hab berpendapat bahwa, karena garansi 
merupakan perjanjian yang berupa penjaminan yang berupa penjaminan 
terhadap cacat dalam jangka waktu tertentu, maka garansi merupakan 
implementasi dari salah satu hukum islam yaitu khiya>r. Terkait bentuk-bentuk 
penjaminan garansi yang diaplikasikan dalam aktivitas jual beli hanya 
terbatas pada penjaminan akan suatu barang. Barang yang akan diajdikan 
objek garansi pun tidak mencakup semua barang yang diperjual belikan. 
Sedangkan mengenai tenggang waktu khiya>r, ulama berbeda pendapat 
mengenai hal tersebut. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah dalam 
skripsi tersebut membahas khiya<r dan garansi menurut 4 maz|hab, sedangkan 
dalam penelitian ini hanya membahas khiya<r menurut maz|hab Sya<fi’i.26 
Selanjutnya skripsi Siti Ulil Hidayah tahun 2016 “Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Garansi Lifetime Produk 
Tupperware (Studi Kasus Di Agen Tupperware Pamularsih Semarang)”. Dalam 
skripsi tersebut menyimpulkan ketika akad berlangsung, pihak pertama tidak 
menjelaskan ketentuan garansi secara rinci, terutama tentang jangka 
waktunnya kepada konsumen. Label yang digunakan untuk menandai apakah 
produk tersebut bergaransi atau tidak memang tidak ada. Dalam hal ini telah 
                                                          
26 Chafid Asnawi, “Perspektif Imam Maz|hab Terhadap Garansi Jual Beli Konvensional”, 
skripsi tidak diterbitkan, jurusan Syariah IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017. 
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menyalahi aturan hukum Islam, karena dalam hukum Islam asas akad harus 
adanya keterbukaan antar pihak sehingga terhindar dari unsur penipuan.27 
Titik perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi tersebut 
menganalisis penerapan garansi yang belum sesuai pada praktiknya. 
Sedangkan dalam penelitian ini, memaparkan garansi hanya sebatas sebagai 
teori, bukan praktik penerapannya.  
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
 Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan 
(library research), artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku yang 
ada kaitanya dengan skripsi ini yang diambil dari kepustakaan. Semua 
sumber berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan 
permasalahan pada kajian dan juga diambil dari literatur-literatur yang lain 
yang sesuai.28 Dalam hal ini penulis mengumpulkan literatur-literatur dari 
maz|hab Sya<fi’i yang berkaitan langsung dengan pokok pembahasan serta 
Peraturan Perundang Undangan di Indonesia yang menyebutkan mengenai 
garansi. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dimana data yang 
menjadi pusat studi ini dikumpulkan melalui data yang verbal abstrak yang 
                                                          
27 Siti Ulul Hidayah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada 
Garansi Lifetime Produk Tupperware, hlm. 45.  
 
28Sutrisno Hadi, Metode Kajian Research I (Yogyakarta: Gajah Mada, 1980), hlm. 3. 
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bertumpuk pada hasil tulisan, pemikiran dan pendapat tokoh atau pokok 
yang bicara tentang sentral penulisan karya ilmiah ini.29 
2. Sumber Data 
a. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung.30 
Fungsinya adalah memberikan keterangan tambahan atau keterangan 
pendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini, terbagi 
menjadi dua, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari kitab-kitab 
karya maz|hab Sya<fi’i dan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia, 
sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang 
berkaitan dengan permasalahan khiya>r dan garansi. 
b. Sedangkan sumber tersier adalah data tambahan yaitu data yang 
bersumber dari kamus, ensiklopedi maupun alamat web berkaitan 
dengan masalah khiya>r  jual beli dan garansisebagai pelengkap data. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Karena penelitian ini bersifat penelitian pustaka, maka metode 
pengumpulan data yang tepat adalah menggunakan metode dokumentasi. 
Metode dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau 
variabel-variabel yang berupa catatan atau tulisan, surat kabar, majalah 
                                                          
29Masri Singaribuan dan Sofyan efendi, Metodologi Penelitian Survey, cet. 2 
(Jakarta:LP3S, 1989), hlm.  4. 
 
30Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 1998), 
hlm. 91. 
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jurnal dan sebagainya yang diperoleh dari sumber data primer dan data 
sekunder.31 
4. Teknis Analisa Data 
Adapun teknik analisa data yang digunakan untuk mengolah data 
dalam penelitian ini yaitu metode komparatif. Metode komparatif 
merupakan cara membandingkan data yang satu dengan data lainnya, 
sehingga dapat ditarik kesimpulan.32 
H. Sistemtika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran komprehensif berkenaan dengan 
penelitian ini, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut: 
Bab pertama adalah pendahuluan merupakan pola dasar yang 
memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi: 
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 
penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika 
pembahasan. 
Bab kedua adalah memuat landasan teori yang digunakan sebagai acuan 
analisa yaitu pendapat maz|hab Sya<fi’i mengenai khiya<r jual beli. 
Bab ketiga adalah paparan tentang konsep garansi dalam Perundang 
Undangan di Indonesia, yang meliputi definisi garansi, tujuan garansi, cacat 
dalam transaksi jual beli, bentuk-bentuk garansi dalam jual beli, klasifikasi 
                                                          
31Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2000), hlm. 234. 
 
32 Anton Bakker, Metode-metode Filsafat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm.138. 
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waktu garansi dalam jual beli, serta Peraturan Perundang Undangan di 
Indonesia yang menyebut tentang garansi. 
Bab keempat adalah analisa berupa persamaan dan perbedaan terhadap 
khiya<r jual beli menurut maz|hab Sya<fi’i terhadap Peraturan Perundang 
Undangan di Indonesia tentang garansi. Pembahasan ini ditujukan untuk 
mendapatkan temuan penelitian. 
Bab kelima adalah penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisikan 
kesimpulan dan saran-saran. 
22 
BAB II 
GAMBARAN UMUM PENDAPAT MAZ|HAB SYA<FI’I  TENTANG 
KHIYA<R JUAL BELI 
A. Jual beli 
1. Pengertian jual beli 
Secara bahasa kata bai’berarti penukaran secara mutlak.1Jual beli (al-
bay<’) secara bahasa merupakan masdar dari kata bi’tu, diucapkan ba<á-
yabi<’u bermakna memiliki dan membeli. Secara terminologi terdapat 
bebrapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh meskipun substansi 
dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.  
Pengertian menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual 
beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang 
dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas 
dasar saling merelakan. 2 inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-
menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara 
kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain 
menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah 
dibenarkan Syara’dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum 
maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-
hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat 
                                                          
1 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, terj. Ahmad Dzulfikar &M  khoyrurijal (Depok: Keira 
Publishing, 2015), hlm. 27 
 
2 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 67. 
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dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak 
Syara’.3 
2. Dasar hukum Jual Beli 
a. Firman Allah SWT : QS. Al Baqarah: 275. 
              
Artinya : 
“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba”. (QS. Al Baqarah:275) 
 
b. QS. An-Nisa<’: 29 
                               
                     
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan 
perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha 
penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’: 29). 
 
c. Hadi<s|  jual beli 
نع  َلئس مَّلسو هيَلع هّٰللا ىَّلص هّٰللا َلوسر َّنَأ ٍعفار ِنب َةعاَفِر : ؟بيْطَأ ِبسَكْلا يَا
 َلاَق : روربم ٍعيب ُّلُكو هديِب ِلجرلا ُلمع)هححصو مكالحاو رازبلا هاور(  
 
 
                                                          
3 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ..., hlm.69. 
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Artinya: 
‘’Dari Rifaáh bin Rafi’, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya 
orang. ‘’ápakah usaha yang paling baik?’’ Rasulullah menjawab, 
‘’usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli 
yang jujur.’’4 
 
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual 
beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.5 Rukun jual beli ada empat, yaitu : 
a. Ada sighat ( lafal ijab Kabul ) 
b. Ada yang berakad ( penjual dan pembeli) 
c. Ada barang yang dibeli  
d. Ada nilai tukar pengganti barang.6 
Sedangkan syarat jual beli antara lain: 
1. Harus ada ijab kabul, yakni kerelaan kedua belah pihak yakni penjual dan 
pembeli untuk melakukan jual beli, kerelaan tersebut diwujudkan dengan 
cara penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai. Ijab kabul 
ini dapat dilakukan dengan tulisan, lisan atau utusan.18  
2. Penjual dan pembeli sam-sama berhak melakukan tindakan hukum. Yakni 
berakal sehat, dan baligh (dewasa).  
3. Obyek jual beli harus suci (bukan barang najis)19, dapat dimanfaatkan, milik 
sendiri penjual, dapat diserahkan secara nyata. 
 
                                                          
4Ibid., hlm. 24. 
 
5Ibid., hlm. 70. 
 
6
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, hlm. 115 
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B. Perikatan (Akad) 
1. Pengertian Perikatan (akad) 
Ada dua istilah dalam al qur’an yang berhubungan dengan perjanjian, 
yaitu al-‘aqdu (akad) dan al-‘ahdu (janji). Pengertian akad secara bahasa 
adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (ar-rabth) maksudnya adalah 
menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah 
satunya pda yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi 
seperti seutas tali yang satu. Kata al-aqdu terdapat dalam QS. Al-Maaidah 
(5): 1. Bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut 
Fathurrahman Djamil, istilah al-aqdu ini dapat disamakan dengan istilah 
verbintenis dalam KUH Perdata. Adapun istilah al-‘ahdu dapat disamakan 
dengan istilah perjanjian atau overenkomst, yaitu suatu pernyataan dari 
seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak 
berkaitan dengan orang lain.  
Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pengertian 
akad juga diatur secara definitif. Pengertian akad tersebut dalam KHES 
didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk 
melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.  
Para ahli Hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad 
sebagai: “pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang 
menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.” 
2. Unsur Unsur Akad 
Tiga unsur yang terkandung dalam akad adalah: 
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a. Pertalian ijab dan kabul 
Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (muji<b) untuk 
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesutau. Kabul adalah 
pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh 
pihak lainnya (qa<bil). Ijab dan kabul ini harus ada dalam melaksanakan 
suatu perikatan. Bentuk dari  ijab dan kabul ini beraneka ragam dan 
diuraikan pada bagian rukun akad.  
b. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. 
Akad merupakan salah atu dari tindakan hukum (tasharruf). Adanya 
akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang 
diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak 
dan kewajiban yang mengikat para pihak.  
3. Rukun dan Syarat Perikatan 
Dalam melaksanakan sutau perikatan, terdapat rukun dan syarat 
yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah “yang harus dipenuhi 
untuk sahnya suatu pekerjaan,” sedangkan syarat adalah “ketentuan 
(peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.  Jumhur 
ulama berpendapat bahwa rukun akad adalah al aqidai<n, mahallul ‘aqd, 
dan sigha<t al-‘aqd. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 
yang termasuk ke dalam rukun akad ialah: a). Pihak-pihak yang berakad; 
b). Obyek akad; c). Tujuan pokok akad; d). Kesepakatan (Bab III Pasal 22 
KHES).  
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a. Subjek Perikatan (al-‘aqida<in) 
Al ‘aqidai<n adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku 
dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan 
hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah subjek hukum.  
Subjek hukum terdiri dari dua macam, yaitu manusia dan badan 
hukum.  
b. Objek perikatan (Mahallul ‘aqd) 
Mahallul ‘aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan 
dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek 
akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun 
benda tidak berwujud seperti manfaat.   
c. Tujuan perikatan (Mudhu<’ul ‘Aqd) 
Mudhu<’ul ‘Aqd adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan 
untuk tujuan tersebut. Dalam hukum islam, tujuan akad ditentukan 
oleh Allah SWT dalam al Qur’an dan Nabi Muhammad SAW dalam 
Hadits. Menurut ulama fiqh, tujuan akad dapat dilakukan apabila 
sesuai dengan ketentuan syariah tersebut. Apabila tidak sesuai maka 
tidak sah.  
d. Ijab dan Kabul (sigha<t al-‘aqd) 
Sigha<t al-aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad 
berupa ijab dan Kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau 
penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan 
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sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua 
atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.  
4. Jenis akad 
Akad ditinjau dari segi penamaan yang dinyatakan oleh syara’, yaitu: 
a. Akad Mus|amma< 
Akad yang memiliki nama berasal dari Al-Qur’an dan hadist Nabi 
SAW, atau disebut akad musamma yaitu, akad yang memiliki nama 
tertentu dari nash baik Al-Qur’an maupun hadist Nabi, yaitu diantaranya: 
Bai’, Ija<rah, Musya<rakah (syirkah), Qard al hasan, Wad{iah, Mud{a<rabah. 
b. Akad Ghairu Mus|amma< 
Yaitu akad yang tidak disebut secara eksplisit baik dalam Al-Qur’an 
maupun hadis Nabi, dan akad tersebut dibahas oleh para fuqaha dalam 
kitab-kitab mereka, antara lain: Akad murabahah, Akad istishna’, Akad 
(jual beli ‘inah’), dan lain-lain. 
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak 
Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang paling bertimbal balik dalam 
suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, 
begitupun sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak 
yang lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam hukum islam. 
Sedangkan pembahasan Khiya<r dikemukakan ulama fiqh dalam 
permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya 
transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang 
melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam 
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transaksi yang dimaksud. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
(KHES), Khiya<r didefinisikan khusus dalam bentuk akad jual beli sebagai 
“hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan 
akad jual beli yang dilakukannya” (Buku Kedua Bab I Pasal 20 angka 8). 7 
C. Maz|hab Sya>fi’i 
1. Sejarah lahirnya Imam Syaf<i’i 
Maz|hab Sya>fi’i dinisbatkan kepada Imam Sya>fi’i yang mempunyai 
nama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Sya<fi’ bin 
Sa’ib bin Abid bin Abu Yazid bin Hisyam bin Mut}alib bin Abu Manaf bin 
Qusha bin Kilab bin Murrah, nasabnya dengan Rasulullah bertemu pada 
Abdu Manaf bin Qushai. 
Ia dilahirkan pada tahun 150 H, bertepatan dengan tahun dimana 
Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Ia dilahirkan di Ghazzah, Askalan. 
Tatkala umurnya mencapai dua tahun, ibunya memindahkannya ke Hijaz 
dimana sebagian besar penduduknya berasal dari Yaman, ibunya sendiri 
berasal dari Azdiyah.  Keduanya pun menetap disana. Namun ketika 
umurnya telah mencapai sepuluh tahun, ibunya memindahkannya ke 
Makkah karena khawatir akan melupakan nasabnya. 
 
  
                                                          
7 Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2006), hlm.79-84. 
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2. Pendidikan Imam Sya>fi’i 
Imam Sya>fi’i sejak kecil hidup dalam kemiskinan ketika beliau 
diserahkan ke bangku pendidikan, para pendidik tidak mendapatkan upah 
dan mereka hanya teratas pada pengajaran. Namun setiap kali seorang guru 
mengajarkan sesuatu kepada murid-murid, terlihat Sya>fi’i kecil dengan 
ketajaman akal yang dimilikinya sanggup menangkap semua perkataan serta 
penjelasan gurunya. Setiap kali gurunya berdiri untuk meninggalkan 
tempatnya, Sya>fi’i mengajarkan lagi apa yang didengar dan dipahaminya 
kepada anak-anak yang lain, sehingga dari apa yang dilakukannya ini 
Sya>fi’i mendapatkan upah. Setelah menginjak umur yang ketujuh, Sya>fi’i 
telah menghafal seluruh Al-Qur’an dengan baik.  
Sya>fi’i bercerita, “ketika saya mengkhatamkan Al-Qur’an dan 
memasuki masjid, saya duduk di majelis para ulama. Saya menghafal h{adis- 
h{adis dan masalah-masalah fikih. Pada saat itu, rumah kami berada di 
Makkah. Keadaan saya sangat miskin, dimana saya tidak memiliki uang 
untuk membeli kertas, namun saya mengambil tulang-tulang sehingga dapat 
saya gunakan untuk menulis”. 
Ketika menginjak umur tiga belas tahun, ia juga memperdengarkan 
bacaan Al-Qur’an kepada orang-orang di Masjidil Haram, ia memiliki suara 
yang sangat merdu.  
Hakim mengeluarkan hadits dari riwayat Bahr bin Nashr, ia berkata 
“apabila kami ingin menangis, kami mengatakan kepada sesama kami, 
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‘pergilah kepada pemuda Sya>fi’i!’ apabila kami telah sampai kepadanya, ia 
mulai membuka dan membaca Al-Qur’an sehingga manusia yang ada di 
sekelilingnya banyak yang berjatuhan di hadapannya karena kerasnya 
menangis. Kami tekagum-kagum dengan kemerduan suara yang dimiliknya, 
sedemikian tingginya ia memahami Al-Qur’an  sehingga sangat berkesan 
bagi para pendengarnya.  
3. Guru-guru Imam Sya>fi’i 
a. Muslim bin Khalid Az- Zanji, Mufti Makkah tahun 180 H yang 
bertepatan dengan tahun 796 M, ia adalah maula (budak) Bani 
Makhzum. 
b. Sufyan bin Uyainah Al Hillal yang berada di Makkah, ia adalah salah 
seorang yang terkenal ke-tsiqah-annya (jujur dan adil). 
c. Ibrahim bin Yahya, salah seorang ulama Madinah. 
d. Malik bin Anas. Sya>fi’i pernah membaca kitab Al Muwaththa’ kepada 
imam malik setelah ia menghafalnya di luar kepala, kemudian ia menetap 
di Madinah sampai Imam Malik wafat tahun 179 H, bertepatan dengan 
tahun 795 M. 
e. Waki’ bin Jarrah bin Malih Al Kufi. 
f. Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al Bas}ri. 
Sebagai pendiri maz|hab tersebut Imam Sya>fi’i mempunyai pemikiran 
yang khas dan berbeda dengan kedua aliran sebelumnya yaitu maz|hab 
Maliki dan Hanafi, meskipun pernah menjadi pengikut kedua maz|hab 
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tersebut. Dari pengembaraan yang panjang Imam Sya>fi’i memperoleh 
tingkat kealiman yang baik sehingga mampu berijtihad secara mandiri 
membentuk fatwa-fatwa fiqhnya. Untuk melakukan ijtihad, Imam Sya>fi’i 
merumuskan dalam suatu ilmu usul fiqh yang diramunya dari berbagai 
aliran fiqh yang didapat sebelumnya melaui penyaringan dan 
penyempurnaan. Sehingga muncul lah karya monumental Imam Sya>fi’i 
yaitu sebuah kitab “Al-Risa<lah”.    
Sumber acuan dalam maz|hab sya>fi’i adalah faham dan buah pikiran 
Imam Sya>fi’i yang termuat dalam berbagai kitab-kitab baik yang membahas 
tafsir, fiqh adab maupun lainnya. Para ulama maz|hab Sya>fi’i ada yang 
mengembangakan kitab-kitab tersebut dengan mensyarahnya (menguraikan 
dan menjelaskan) atau membuat Hasyiyah (komentar). Ada juga yang 
menyusun kitab-kitab sebagai karyanya sendiri dengan mengacu pada 
faham-faham fiqih dan metode istinbath dari Imam Sya<fi’i. 
Selain hal diatas Imam Sya>fi’i, memiliki dua qawl yang dikenal 
dengan sebutan qawl qadim yang tertuang dalam kitab “al-Hujjah” yang 
dibuatnya di Irak dan qawl jadid yang tertuang dalam kitab”al-Umm” yang 
dibuatnya di Mesir.   
Perlu diketahui bahwa qawl qodi<m, merupakan pandangan Imam 
Sya<fi’i yang dihasilkan dari perpaduan antara fiqih Irak yang bersifat 
rasional dan fiqih h{adis yang bersifat tradisional, sehingga pola pemikiran 
fiqih ini sesuai dengan pemikiran ‘ulama yang datang dari berbagai negara 
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Islam ke Makkah pada saat itu. Dengan situasi dan komdisi yang berbeda-
beda, mereka bisa memilih pendapat yang sesuai dengan situasi dan keadaan 
negaranya masing-masing. Dengan pola inilah penyebab qawl Imam Sya<fi’i 
sudah tersebar ke berbagai negara Islam lainnya.8 
Di Makkah inilah Imam Sya>fi’i bertemu dan berdiskusi dengan 
banyak murid Abu Hanifah yaitu Muhammad Ibn al-Hasan Asyaibany, lalu 
kembali ke Irak untuk menyampaikan kepada muridnya. Adapun fatwa-
fatwa beliau ketika berdomisili di Bag}dad itu dikenal dengan qawl qadi<m. 
Dimana hadith sahih lebih dipakai sebagai hujjah dalam qawl qadi<m 
dibandingkan dengan qawl jadi<dnya. 
Sedangkan qawl jadi<d terbentuk ketika Imam Sya>fi’i pindah ke Mesir 
pada tahun 98 H. Ketika berada di Mesir selam kurang 5 tahun Imam Sya>fi’i 
berfatwa dan mengembangkan maz|hab nya dihadapan publik, baik dengan 
lisan maupun tulisan. Gerakan Imam Sya>fi’i ini, mendapatkan respon yang 
sangat baik dari dunia Islam sehingga banyak sekali karya beliau yang bisa 
didokumentasikan dalam sebuah kitab. 
Pada saat berdomisili di Mesir, Imam Sya>fi’i meninjau kembali fatwa-
fatwa yang telah dikeluarkan pada saat berdomisili di Bag}dad, sehingga apa 
yang telah dikeluarkan itu ada yang tetap menggunakan qawl qadi<m dan 
bahkan tidak sedikit yang dirubah, bahkan juga dibatalkan. Bagi Imam 
Sya>fi’i qawl jadi<d yang dibentuknya di Mesir itulah uang diterapkan sebagai 
                                                          
8  Wahbah Zuhaily, Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Juz 1 (Beirut: D|ar al-Fikr, 1989), 
hlm.33-34. 
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maz|hab, karena merupakan penelitian terakhirnya dan dalam suatu 
kesempatan Imam Sya>fi’i menegaskan bahwa tidak dibenarkan menganggap 
qawl qadi<m sebagai maz|hab nya.9  
4. Kitab-kitab Maz|hab Sya<fi’i 
a. Kitab Kifayatul Akhya<r, karangan al Imam Taqi al di<n Abi< Bakar Ibn 
Muhammad 
b. Kitab Fathul Qari<b, karangan Ibn Qa<sim Al Ga<zi 
c. Kitab al Hasyiyah al Syaikh Ibra<him al Bajuri<, karangan Ibra<him 
Albajuri<. 
d. Kitab Rawdah at Tha<libi<n wa Umdah al Mufatin, karangan Imam 
Nawawi 
e. Kitab Fathul Mu’i<n, karangan Zainuddin bin Abdul Azi<z al Malibari< 
 
5. Sumber Hukum Maz|hab Sya>fi’i 
Sumber hukum yang digunakan maz|hab Sya>fi’i yaitu: 
a. Al-qur’an 
b. Sunnah Nabi 
c. Qiyas10 
d. Ijma’ 11 
 
 
                                                          
9Dalam hal ini Imam Nawawi menjelaskan penegasan imam Sya>fi’i tidak bermaksud 
bahwa qawl qadi<mnya tidak bisa diamalkan lagi, tetapi sebagaian saja dengan artian bahwa qawl 
qadi<m masih berlaku apabila: 1). Didukung oleh h{a<d|is sahih yang tidak ada h{a<d|is lain yang 
menyalahkannya, 2).Jika fatwa tersebut tidak bertentangan dengan qawl jadid. Lihat Abdul Aziz 
Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.1680. 
 
10 Hasbi Ash Shiedieqy, Pengantar Ilmu Fiqh (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1985), hlm. 
120. 
 
11 Abi Abdillah Muhammad Idris As Syafi’i, ar-Risa<lah (Beirut: D|ar al Fikr, tt), hlm.508. 
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B. Khiya>r 
1. Pengertian 
a. Secara bahasa 
        Kata khiya>r secara etimologi merupakan bentuk masdar yang 
berasal dari ikhtiya>r (  راـيتحاا ) yang berarti memilih, terbebas dari al-’ayb 
dan melaksanakan pemilihan.12Pembahasan al-khiya>r dikemukakan para 
‘ula>ma fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam 
bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi 
kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi 
beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.13 Khiya>r juga merupakan 
salah satu bentuk pengakhiran akad dalam fikih. Berakhirnya akad dalam 
bentuk khiya>r  dilakukan dalam sebuah perjanjian di awal akad namun 
para ulama menyatakan bahwa hak khiya>r merupakan hak yang telah 
melekat dalam akad karena itu walaupun dalam pelaksanaan akad khiya>r 
tidak dinyatakan secara jelas akan tetapi hak untuk khiya<r tetap ada.14 
 
 
                                                          
12Dalam redaksi lain khiya>r adalah memilih salah satu dari dua hal. Lihat al-Fairus Abadi, 
al-Qamus al-Muhi>t, juz II (Beirut: Da}r al-Fikr, t.t.), hlm. 26. 
 
13Abdul Rahman Gazaly, Fiqh Mu’amalat (Jakarta: Prenada media Group, 2015), hlm.97. 
 
14 Ridwan Nurdin, Fiqh Muamalah (sejarah, hukum, dan perkembangannya), (Banda 
Aceh: Yayasan Pena, 2010), hlm. 60. 
 
36 
 
b. Secara Istilah 
 Secara terminologi, banyak pendapat yang dinukil oleh ‘ulama 
diantaranya Ibn Qasim al-Gazi dan Ibra<him al-Bajuri< dari maz|hab 
Sya>fi’i, mereka berpendapat bahwa khiya<r adalah: 
ِرايخْلاِب ناعِي ابتمْلاو  ِءاضما نيبِعيبْلَا سَفوخه  ِعاونَا يف ِسلجمْلا رايخ امهَل تبْثي يَا
 ِمَلسلا اَك ِعيبْلا15  
Artinya: dua orang yang saling berjual beli berhak khiya<r antara 
meneruskan dan merusak jual belinya dengan maksud keduanya 
diperbolehkan menggunakan khiya<r majelis dalam berbagai jual beli, 
seperti jual beli salam. 
Selanjutnya, dalam kitab al umm Imam Sya<fi’i menyampaikan: 
 ُّلُكو يعفاشلا َلاَقِإ فَلس يف ِنيعِباتتمَلي :َاجٍل َاو ديٍن ,َاو عيٍن ,َاو صرف ,َاو َغيِره 
تبياعو اترضايو اَلم يتَفرَقع ان مَقماِهمَا او مجلِسِهمَّلا اذي تبياعَف ايه َفلُكِّل وحاد منهم ا
َفسخ ْلابيِع16  
Artinya: Imam Sya<fi’i berkata: setiap dua orang yang melakukan jual 
beli pada zaman dahulu dengan cara jatuh tempo, utang, menukar atau 
dengan cara lainnya, dimana keduanya melakukan hal tersebut dengan 
dasar suka sama suka, keduanya tidak berpisah dari tempat berdiri atau 
duduknya dimana keduanya melakukan transaksi jual beli itu. Jika 
keduanya dalam posisi demikian, maka dbolehkan bagi masing-masing 
untuk membatalkan jual belinya.17  
                                                          
15Ibn Qa>sim al-Ga>zi>, Fath} al-Qari}>b (Beiru>t: Da>}r- al Kutu<b al-Isla<miyah, t.t), hlm. 71. 
 
16 Abi abdillah Muhammad bin Idris As-Sya<fi’i, al Umm, (Lebanon: D|ar al Kutub al 
Alamiyyah, T.t).hlm.5. 
 
17 Imam Sya<fi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab Al Umm, terj. 
Imron rosidi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azam, 2013), hlm.2. 
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Khiya>r  itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan 
berpikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang 
membutuhkan khiya>r. Akan tetapi karena dengan sistem khiya>r ini 
adakalanya menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli 
atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap barangnya segera laku, 
tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli 
atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang 
dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi 
sesudah akad jual beli, maka oleh karena itu, untuk menetapkan sahnya 
ada khiya>r harus ada ikrar dari kedua belah pihak. 
Hak khiya>r ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang 
melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang 
mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu 
transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan khiya>r oleh 
syara’ berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan 
kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi 
penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu. 
Hak Khiya>r juga ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan  
dan kepuasan  timbal balik  pihak-pihak yang melakukan  transaksi jual 
beli. Dari satu segi memang khiya>r ini tidak praktis karena mengandung 
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unsur ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak 
yang melakukan transaksi, khiya>r ini menjadi pilihan terbaik.18 
Dasar filosofinya adalah sebuah transaksi jual beli harus terjadi atas 
dasar an taro<d{in (suka sama suka). Kondisi ini pada umumnya akan 
terjadi jika obyek yang diperjualbelikan dalam kondisi baik, tidak ada 
cacatnya, serta adanya kesetaraan nilai barang yang dibeli dengan harga 
yang harus dibayar, akad jual beli adalah akad mu’a<wad}oh (tukar 
menukar) yang menginginkan adanya kesetaraan antara harga dengan 
barang, jika salah satunya terdapat cacat maka penjual atau pembeli akan 
kecewa karena merasa tidak ada kesetaraan antara harga dengan 
barang.19 
 Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari 
bahwa khiya>r adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau 
membatalkannya, karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau 
ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan 
diadakannya khiya>r tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan 
bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad 
selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju. 
 
 
                                                          
18Amir Syarifuddin, Fiqh Mu’amalah (Jakarta: Pranada Media, 2003), hlm.213. 
 
19 Anonym, khiyar dalam jual beli, 2009. 
(http://www.stiualhikmah.ac.id/index.php/artikel-ilmiah//194-khiyar-pada-akad-jual-beli) diakses 
pada 29 juli 2018 pukul 22.15 WIB.  
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2. Dasar Hukum Khiya>r 
Menurut ulama fikih, khiy<ar disyari’atkan atau dibolehkan dalam 
Islam didasarkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dengan 
mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan 
transaksi. Adapun dasar hukum khiya>r  menurut maz|hab Sy<afii dan jumhur 
‘ulama adalah sebagai berikut: 
a. Al-Qur’an surat an-Nisa>' Ayat 29 
ٍضارت نع ًةراجت َنوُكت ْنَأ اَّلِإ ِلطابْلاِب مُكنيب مُكَلاومَأ اوُلُكْأت اَل اونمآ نيذَّلا اهيَأ اي 
 مُكنم ۚ  مُكسُفنَأ اوُلتْقت اَلو ۚ اميحر مُكِب َناَك هَّللا َّنِإ  
Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janglah kalian saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan 
jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (An-
Nisa>' (4):29)20 
 
 
b. H{adi>s| 
Khiya>r hukumnya boleh berdasarkan sunnah Rasulullah saw. 
Diantara sunnah tersebut adalah  
1) H{adi>s| yang diriwayatkan oleh Al-Bukha>ri> dari Abdullah bin Al-
H{ari>s|: 
 َلاَق هنع ُاللها يضار ٍمازح ِنب ِميكح نعَّلص اللها ُلوسرُاللها ى ناعيبْلا مَّلسو هيَلع  
                                                          
20 QS. Al-Nisa>’: 29 
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 ْلاِبم ِرايخح َلاَق وَأ اَقرَفتي مَلاامِهعيب يف امهَل كِروب انيبو قدص ْناَف اَقرَفتي ىت  
  امِهعيب ُةَكرب تَقحم ابَذَكو امتَك ْنِإو)راخبلا هاوري(  
Artinya: Dari H{aki>m bin Hiza>m, dia berkata, Rasullullah salla>lla>h 
‘alayh wa sallam bersabda, ‘Dua orang yang jual beli mempunyai 
hak pilih selagi belum saling berpisah’, atau beliau bersabda, 
‘Hingga keduanya saling berpisah, jika keduanya saling jujur dan 
menjelaskan, maka keduanya diberkahi dalam jual-beli itu, namun 
jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barakah 
jual-beli itu akan dihapuskan’. (HR.Bukha>ri>)21 
 
2) H{adis\ yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin ‘Umar 
 
با ِنعضر رمع ِنمَّلس و هيلع ُاللها ىلص ِاللها ِلوسر نع امهنع ُاللها ي  
 َلاَق هنَأُّلُكَف نَلاجرلا عيابت اَذِإ اناَك و اَقرَفتي مَلام ِرايخْلاِب امهنم دحاو  
ْلا امهدحَأ ريخي وَأ اعيمجْنِإو عيبْلا بجو دَقَف كلَذ ىَلع اعيابتَفرخآ  
 كرتي مَلو اعيابتي ْنَأ دعب اَقرَفتعيبْلا بجو دَقَف عيبْلا امهنم دحاو  
)يراخبلا هاور(  
Artinya:“Dari ‘Abdullah bin ‘Umar Rad}iyalla>h‘Anhuma>, dari 
Rasululla>h SAW, beliau bersabda, “Apabila ada dua orang 
mengadakan akad jual beli, maka masing-masing boleh khiya>r 
selagi belum berpisah, sedangkan mereka berkumpul; atau salah 
seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk khiya>r, kalau 
salah seorang sudah mempersilahkan yang lain untuk khiya>r 
kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan khiya>r tersebut, 
maka jual beli jadi dan apabila mereka berpisah sementara tidak 
                                                          
21 Kathur Suhardi, Edisi Indonesia:Syarah Hadis| Pilihan Bukha>ri> Muslim (Jakarta: Da>rul 
Falah, 2002),  hlm.580. 
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ada seorang pun yang meninggalkan jual beli (tetap memilih). 
khiya>r, maka harus jadi.”(HR. Bukha>ri>)22 
 
3) Sedangkan menurut Imam Sya<fi’i didalam kitab al umm dikatakan 
bahwasannya Imam Sya<fi’i berkata: dari Abdullah bin Umar 
bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda,  
ف اشلا َلاَقع هَّللا همحر ي:سنا ِنبا كل ام انربخَا ,عفان نع ,رمع ِنب هَّللادبع نع , َّنَا
 مّلسو هيَلع هَّللا يَّلص هَّللا لوسرَلاَق: هِبحاص يلع ِرايلخاِب امهنم دحاو ُّلُك ناعِباتتمْلاو
ِرايخْلا عيب َّلاِإ اَقِرتْفي مَلام23    
“(Apabila) ada dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing 
dari keduanya memiliki hak khiya>r selama keduanya belum 
berpisah, kecuali jika telah ditetapkan jual beli dengan hak 
khiya>r”.24 
c. Ijma’ ‘Ulama’ 
Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status Khiya>r dalam pandangan 
ulama Fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan 
yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-
masing pihak yang melakukan transaksi.25 
Adapun kesepakatan sumber hukum diatas, dapat disimpulkan 
bahwa akad khiya>r sangat penting dalam transaksi Islam dengan 
                                                          
22 Ibid. 
 
23 Abi abdillah Muhammad bin Idris As-Sya<fi’i, al Umm, (Lebanon: D|ar al Kutub al 
Alamiyyah, t.t), hlm.5. 
 
24
 Imam Sya<fi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab Al Umm, terj. 
Imron rosidi, dkk, hlm.2. 
 
25 Amir Syarifuddin,  Fiqh Muamalah (Jakarta: Pranada Media, 2005), hlm.213. 
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indikasi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua 
pihak yang melakukan kontrak, serta melindungi mereka dari bahaya 
yang memungkinkan kerugian bagi mereka. Dengan demikian khiya>r  
disyariatkan oleh Islam untuk memenuhi kepentingan yang timbul dari 
transaksi bisnis dalam kehidupan manusia.   
3. Macam-macam Khiya>r 
 
a. Khiya>r Majli<s 
Khiya>r Majli<s merupakan bentuk tarki<b id{afi (kata majemuk), 
yakni menyandarkan sesuatu kepada tempatnya. Majli<s artinya tempat 
duduk, yang dimaksud disini adalah tempat jual beli. Khiya>r Majli<s 
adalah hak pilih dari pihak yang melangsungkan akad untuk 
membatalkan (mem-fasakh) kontrak selama mereka masih berada di 
tempat diadakannya kontrak (majli<s akad) dan belum berpisah secara 
fisik. Khiya>r Majli<s berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti jual 
beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (salam), syirkah. 
Dasar hukum Khiya>r  al-majli>s adalah hadist Al-Bukha>ri> dari Ibnu 
‘Umar. 
 عيابت اَذِإ َلاَق هنَأ مَّلس و هيلع ُاللها ىلص ِاللها ِلوسر نع امهنع ُاللها يضر رمع ِنبا ِنع
 امهدحَأ ريخي وَأ اعيمج اناَك و اَقرَفتي مَلام ِرايخْلاِب امهنمدحاو ُلُكَف نَلاجرلا
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عيابتَفرخلآا دحاو كرتي مَلو اعيابتي ْنَأ دعب اَقرَفت ْنِإو عيبْلا بجو دَقَف كلَذ ىَلع ا
عيبْلا بجو دَقَف عيبْلا امهنم)يراخبلا هاور(  
Artinya: “Orang yang berjual beli suatu (penjual dan pembeli) berhak 
khiya>r sebelum keduanya berpisah, atau salah satunya mengatakan 
kepada yang lain dengan berkata pilihlah”.26 
Dari h}adi>s tersebut terjadi penafsiran yang berbeda dalam lafaz{   ام
اَقرَفتي مَل (sebelum mereka berpisah) yaitu: 
1. Maz|hab Sya>fi’i>, seperti yang dinukil Ima>m Nawa>wi bahwa yang 
dimaksud dari frase tersebut adalah berpisahnya penjual dan pembeli 
secara badan, dan semuanya itu diserahkan ‘urf (kebiasaan) 
masyarakat setempat dalam melakukan jual beli.27 Seperti dalam 
rumah yang sempit dengan cara seseorang keluar darinya, dan dalam 
rumah yang besar dengan cara berpindah dari tempatnya ketempat lain 
dengan dua langkah atau tiga langkah. 
2. Ibra<him al- Bajuri< dalam kitab Hashiyah al-Shaikh Ibrahim al-Bajuri 
menafsirkan bahwa lafaz{ tersebut, berati sebelum memilih dalam 
                                                          
26 Abu> Abdillah Muh}ammad bin Isma>il Al-ju>fi>, Shoh}ih} al-Bukha>ri , Vol . III (Da>rut 
Tauqi>n Najat,  1422 ), hlm. 64. 
 
27  Taqi al-Di<n abi Bakr  ibn Muhammad, Kifa<yatu al Akhya<r al-Halli Ga<yah al Ikhtisa<r, 
Terj. Achmad Zaidun, (Surabaya: PT. Ilmu Offset, 1997), hlm.28.  
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lazimnya ‘aqad. Meskipun dalam keadaan berdiri, berjalan dalam 
tempat yang luas, maka hak khiya<rnya tetap.28 
3. Jumhur ‘ulama menafsirkan frase tersebut adalah perpisahan kedua 
tubuh penjual dan pembeli dari tempat ‘aqad, baik mereka berdiri 
lama ditempat itu, atau mereka berdiri lalu berjalan-jalan, maka hak 
khiya>rnya tetap.29 
Dalam maz|hab Sya>fi’i keabsahan dari Khiya>r Majli<s adalah 
masing-masing pihak yang melakukan ‘aqad dalam suatu majli<s, 
meskipun sudah terjadi ijab qabul, selama keduanya masih dalam satu 
tempat maka keduanya boleh meneruskan atau membatalkan jual beli 
tersebut.  
Kadang-kadang terjadi, salah satu pihak yang berakad tergesa-gesa 
dalam ijab qa<bul. Setelah itu nampak adanya kepentingan yang menuntut 
dibatalkannya pelaksanaan akad karena itu mencarikan jalan baginya 
untuk ia dapat memperoleh hak yang mungkin lenyap bersama keterburu-
buruannya.30 
Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Haki<m bin Hazam, 
bahwa Rasulullah bersabda: 
                                                          
28 Ibrahim al Bajuri, Hashiyah al- Syaikh Ibrahim al-Bajuri, Juz 1 (Surabaya: D{ar al-
Ilmu, t.t), hlm.347. 
 
29Zayn al-Din Ibn ‘Abd al-Aziz.Fath} al Mu’i>n, Terj.Moch}}.Tolch}ah} Mansoer (Menara 
Kudus. T.t.), hlm.183. 
 
30 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terj. Kamaludin Marzuki (Pustaka Percetakan Offset.T.t.), 
hlm 101. 
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ا ناعيبْلَ َاقدص ْناَف اَقرَفتي مَلام ِرايخْلاِب ْناو امِهعيب يف امهَل كِروب انيبو
  امِهعيب ُةَكرب تَقحم ابَّذَكو امتَك  
Artinya: “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiya<r 
selama mereka belum terpisah. Jika keduanya benar dan jelas. Keduanya 
diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan 
berdusta (Tuhan) akan memusnahkan keberkahan jual beli mereka. 
 
Khiya<r  majelis ini berakhir apabila: 
1. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyebutkan kata-kata yang 
tegas yang menunjukan tidak keberatan untuk meneruskan ‘aqad jual 
beli. Apabila salah seorang diantara mereka memilih aka meneruskan 
akad , habislah masa khiya<r dari pihaknya, tetapi hak yang lain masih 
tetap.31 
2. Berpisahnya dari majelis tersebut, apabila salah satu meninggalkan 
majelis maka hak khiya<r menjadi batal.32 
b. Khiya>r al-Syart} 
Khiya>r al-Syart} merupakan bentuk masdar murokkab idafi yang 
menjadi suatu nama dalam peristilahan, yang berarti hak khiya>r yang 
ditetapkan dengan syarat bagi muta’a<qidai<n untuk memilih meneruskan 
dan membatalkan. 
                                                          
31 Sulaiman Rasid, Fiqih Islam (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1995), hlm.286. 
 
32 Muhammad Ibn Qasim al-Gazi, Fath al-Qarib, hlm.71-72. 
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 ِخسَف يف قحْلَا امه ِريغل وَا امهَليقل وَا ِنيدقعلا دحَال َنوُكي ْنَاْلا وَا دْقع
ٍموُلعم ةدم َلاَلخ هِءاضما .  
Artinya: “Suatu keadaan yang membolehkan salah seseorang yang akad 
atau masing masing yang akad atau selain kedua pihak yang akad 
memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang 
ditentukan.33 
 
Dasar hukum adanya khiya<r syarat adalah hadis Rasulullah SAW: 
 نم عاب هنَا ِاللها دبع ِنب ِرِباج نعلاّلص يِبن اريعب مَّلسو هيَلع هّللا ى
 هلهَا ىَلا هرهَظ ُطرتشاو)ملسمو يراخبلا هاور (  
Artinya: “Dari Jabir r.a bahwa ia pernah menjual seekor unta kepada 
Nabi Saw dan diisyaratkan supaya ia boleh menunggang unta itu pulang 
kerumahnya”. (HR Bukh<ari< dan Muslim). 
 
Diperbolehkannya Khiya>r al-Syart} menurut ‘ulama fiqih dalam hal 
ini maz|hab Sya>fi’i, bertujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari 
unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Khiya>r al-
Syart} ini berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah 
pihak seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang dan ar-rahn 
(jaminan hutang). 
Adapun khiya<r syarat  menurut ‘ulama fiqih khususnya maz|hab 
Sy<afi’i  itu sah dengan syarat tidak lebih dari tiga hari. Bila lebih, maka 
jual belinya batal dan boleh jika kurang dari tiga hari. Ibnu umar 
                                                          
33 Wahbah az-Zuhaili<, Al- Fiqh Al-Isla<m Wa Adillatuhu, cet.IV, (Damsyiq: Dar Al fikr, 
1985), hlm.254.  
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meriwayatkan, dia berkata “aku mendengar seorang laki-laki 
melaporkan halnya kepada rasulullah SAW bahwa dalam jual beli dia 
selalu rugi”, kemudian rasulullah berkata kepadanya:  
ْلُقَف تعيب اَذا :ٍلايَل َثَلاَث اهتعتبا ةعْلس ِّلُك ىف ِرايخْلاِب تنَا مُث َةبَلاخ َلا  
 )هاجام نباو ىقهيبلا هاور (  
Artinya: Jika kamu jual beli maka katakanlah bahwa tidak ada penipuan. 
Dan anda boleh memilih setiap barang yang akan anda beli selama tiga 
hari (HR. Baihaqi dan Ibn Majah dengan sanad Hasan, sebagaimana 
yang dikatakan Imam Nawawi<).  
Adapun tenggang waktu dalam Khiya>r al-Syart}, menurut maz|hab 
Sya>fi’i harus jelas dan bersifat selamanya dan tidak lebih dari tiga hari. 
Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka ‘aqad khiya>r menjadi tidak sah. 
Hal ini bertujuan untuk kemaslahatan pembeli sesuai yan ditentukan oleh 
syara’.  
Hak khiya>r al-syart} berakhir apabila: 
1) ‘Aqad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik khiya>r, baik melalui 
pernyataan atau tindakan. 
2) Tenggang waktu khiya>r jatuh tempo adanya pernyataan batal atau 
diteruskan jual beli itu dari pemilik khiya>r, dan jual beli menjadi 
sempurna dan sah. 
3) Obyek yang diperjual belikan hilang atau rusak ditangan yang berhak 
khiya>r. Apabila khiya>r milik penjual, maka jual beli menjadi batal dan 
apabila khiya>r menjadi hak pembeli, maka jual beli itu menjadi 
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mengikat, hukumnya berlaku dan tidak boleh dibatalkanlagi oleh 
pembeli. 
4) Terdapat pertambahan nilai obyek  yang diperjual belikan ditangan 
pembeli dan hak khiya>r ada dipihaknya.34 
c. Khiya>r al-‘Ayb 
Khiya>r al-‘Ayb merupakan bentuk murakkab id{afi yang terdiri dari 
kata khiya>r dan kata al-‘ayb, kemudian dirangkai menjadi satu, khiya>r al-
‘ayb adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli 
tatkala terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan. Sedangkan 
cacatnya itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.35 
Ketetapan adanya khiya>r ini dapat diketahui secara terang-terangan atau 
secara implisit. Dalam setiap transaksi, pihak yang terlibat secara 
implisit  menghendaki agar barang dan penukarnya bebas dari cacat. Hal 
ini masuk akal karena pertukaran itu harus dilangsungkan secara suka 
sama suka dan ini hanya mungkin jika barang dan penukarnya tidak 
mengandung cacat. Khiya>r  ini berlaku pada transaksi-transaksi pada 
akad lazim yang mengandung kemungkinan untuk dibatalkan seperti 
akad jual beli, ijaroh dan lain-lain. 
                                                          
34 Zayn al-Di<n Ibn ‘Abd al-Azi<z. Fath} al Mu’i>n, hlm.165. 
 
35Enang Hidayat,  Fiqih Jual beli (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.38. 
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َلاَق يِنهجْلا ٍرم اع ْةبْقع نع :ص هّللا لوسر تعمس. ُلوُقي م : ملسمْلا وخَا مَلسمْلَا
 هَل هنيب َّلاا بيع هيف اعيب هيخَا نم عاب ٍملسمل اُّلحي َلا)ميكلحا هاور.(  
Artinya: Dari ‘uqbah Ibn Amir al Juhnay ia berkata saya mendengar 
Rasulullah SAW bersabda: seorang muslim adalah saudaranya muslim 
yang lain, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang 
jualan kepada sudaranya yang didalamnya ada cacatnya melainkan ia 
menjelaskan kepadanya. (HR. Al H{akim).  
Syekh Abu Syuja’ berkata: 
 هدر ىِرتشمْللَف بيع ِعيِبمْلاِب جرخ اَذاو 
Artinya: jika pada barang yang dijual itu terdapat cacat maka pembeli 
berhak mengembalikannya.  
Apabila pada barang itu terdapat cacat lama, maka pembeli berhak 
mengembalikannya. Baik cacat itu ditemukan saat akad, atau terjadi 
kerusakan setelah akad, tapi belum diserah terimakan. Diperbolehkannya 
mengembalikan barang sebab cacat di saat akad adalah atas ijma’ umat. 
Aisyah R.A meriwayatkan: 
يِبنا َليا همصاخَف ابيع هِب دجو اللها ء اشام هدنع ماَقَاَف امَلاُغ عاتبا ًلاجر ّنَا 
 هيَلع هدرَف مَّلسو هيَلع اللها يَّلص) يذمرتلاو دواد وباو دحما ماملاا هاور (  
Artinya:  sesungguhnya seorang laki-lai membeli budak, setelah budak 
itu menghadap laki-laki itu menemukan cacat padanya. Segera dia 
mengutarakan hal itu kepada rasulullah kemudian rasulullah 
memerintahkan orang tersebut untuk mengembalikannya. (HR. Ahmad 
Abu Daud dan Turmudzi) 
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Imam Turmudzi< mengatakan hadits ini shohih dan imam H{akim 
mengatakan sanadnya s{ohi<h. 
Kami mengqiyaskan apa yang terjadi setelah akad dan belum 
diterima dengan yang terjadi saat akad karena barang tersebut sama-sama 
masih dalam tanggungan penjual. Sedangkan pembeli hanya 
menyerahkan uang pengganti harga untuk barang yang tidak cacat. Jika 
kemudian ada cacat, maka kami memperbolehkan kepada pembeli untuk 
menambah pembicaraan (mengembalikan atau menukarkan karena 
merugikan).36 
Menurut ulama fiqih, khiya>r al-‘Ayb berlaku sejak diketahui cacat 
pada barang dagang dan dapat diwarisi untuk ahli waris pemilik hak 
khiya>r dengan ketentuan bahwa cacat tersebut berupa unsur yang 
merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para 
pedagang.37Adapun cacat-cacat yang menyebabkan munculnya hak 
khiya>r, Sedangkan menurut ulama Sya>fi’iyah, seluruh cacat yang 
menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang 
diinginkan daripadanya. 
 
 
 
                                                          
36 Imam Taqiyyudin Abu Bakar Al-Husaini, Khifayatul Akhyar Jilid II, Terj. (Surabaya: 
PT. Bina Ilmu, T.t),  hlm.30. 
 
37Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan...hlm. 82. 
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Ada dua kemungkinan terjadinya pembelian barang yang cacat:  
1) Karena memang pihak si penjual itu sendiri tidak mengetahui bahwa 
barang yang diperjual belikan tersebut cacat oleh karena isinya 
tersembunyi dalam kulit atau barang tersebut dibungkus dengan rapat. 
2) Karena ada unsur kesengajaan dari penjual untuk menipu pembeli 
dengan menyembunyikan cacat barang. Pada dasarnya kedua itu tetap 
memberikan hak khiya>r kepada pihak pembeli 
Syarat ditetapkannya khiya>r al-‘Ayb, yaitu: 
a. Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah 
terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama. 
b. Ketika akad berlangsung, pemilik barang atau penjual tidak 
mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan. 
c. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad. 
d. Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika 
akad berlangsung. Jika pembeli mengetahui adanya cacat ketika 
menerima barang, tidak ada khiya<r sebab dianggap telah rid{a. 
Dalam khiya>r al-‘Ayb pembeli memiliki dua pilihan apakah ia rela 
dan puas terhadap barang yang akan dibeli. Kalau ia rela dan puas, maka 
khiya>r tidak berlaku baginya dan ia harus menerima barang. Namun jika 
ia menolak dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad 
tersebut menjadi batal atau dengan kata lain tidak ada transaksi. 
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Jadi, dalam khiya>r al-‘Ayb itu apabila terdapat bukti cacat pada suatu 
barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut 
dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.38 
4. Hikmah Dalam Khiya<r 
Gazaly, Ihsan dan Shiddiq menulis dalam bukunya mengenai hikmah 
melakukan khiya>r, diantaranya:39 
a. Khiya<r dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-
prinsip Islam yakni suka sama suka antara penjual dan pembeli. 
b. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, 
sehingga pembeli mendapatkan barang yang baik sesuai yang diinginkan. 
c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli dan 
mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang 
dagangannya. 
d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan  baik dari pihak penjual maupun 
pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual belinya. 
e. Khiya<r dapat memelihara hubunga baik dan terciptanya rasa cinta kasih 
antar sesama. Adapun ketidak jujuran atau kecurangan pada akhirnya 
akan berakibat pada penyesalan, kebencian, kemarahan dan tindakan 
buruk lainnya. 
                                                          
38Abd.Rah}man dkk, Fiqh Mu’amalat (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 100. 
 
39 Rach}mat Sya>fe’i, FiqihMu’amalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 117. 
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BAB III 
KONSEP GARANSI DALAM  PERUNDANG-UNDANGAN DI 
INDONESIA 
 
A. Perikatan  
Istilah perikatan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah 
verbintenis. Perikatan atau perutangan merupakan terjemahan dari verbintenis 
atau verbiden, yang artinya mengikat. Verbintenis berasal dari kata kerja 
verbinden, yang artinya mengikat. Istilah verbintenis merupakan menunjuk 
pada adanya “ikatan” atau “hubungan” sehingga verbintenis diartikan sebagai 
suatu hubungan hukum. Oleh karena itu, istilah verbintenis lebih tepat diartikan 
sebagai istilah perikatan.  
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut 
Burgerlijk Wetbooek atau BW) tidak terrdapat rumusan tentang perikatan, 
tetapi didalamnya terdapat aturan main dalam perikatan. Karena adanya aturan 
normatif mengenai perikatan, pengertian perikatan dapat dilakukan dengan 
pendekatan ilmu hukum, terutama kaitannya dengan hukum perdata. Dalam 
ilmu hukum pedata, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang berkaitan 
dengan harta kekayaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau sebagai 
para pihak yang melakukan ikatan hukum, yang satu berhak atas sesuatu dan 
pihak lain berkewajiban atas sesuatu. 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, disingkat 
BW) pada buku III mengatur tentang  verbintenissenrecht dan istilah lain, yaitu 
overeenkomst. Overeenkomst berasal dari kata kerja overeenkomen yang 
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artinya “setuju” atau “sepakat”. Dengan demikian, overeenkomst mengandung 
kata sepakat sesuai dengan asas konsensualisme yang dianut oleh BW, 
maknanya selalu ada kesepakatan. Dalam arti lain, istilah overeenkomst lebih 
tepat digunakan untuk istilah persetujuan.  
Dalam Undang Undang Hukum Perdata (BW) pada buku III disebutkan 
bahwa yang dimaksud dengan perikatan adalah “suatu hubungan hukum 
(mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada 
yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang 
lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntunan itu.” 
Suatu perikatan mungkin bisa terbentuk ataupun terwujud berawal berawal 
dari persetujuan (perjanjian) ataupun berawal dari undang undang. Perikatan 
yang terbentuk dari undang-undang dapat dibedakan atas perikatan yang hanya 
terbentuk dari undang undang dan yang terbentuk atau lahir dari undang 
undang karena merupakan wujud dari suatu perbuatan manusia yang dapat 
berupa perikatan yang terbentuk dari tindakan melawan hukum.  
Dasar hukum perikatan diatur dalam buku III Kitab Undang Undang 
Hukum Perdata (sejak 1950 setelah bab 7 ada bab 7a, jadi ada 19 bab).1 
 
 
 
                                                          
1 Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan..hlm.86. 
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B. Garansi  
1. Pengertian garansi  
pengertian garansi menurut bahasa, garansi berasal dari Bahasa Inggris 
guarantee yang berarti jaminan atau tanggungan.2 Dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, garansi mempunyai arti tanggungan, garansi adalah 
bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung 
kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang 
ditentukan. Apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat, maka 
segala biaya perbaikannya ditanggung oleh penjual, sedang peraturan-
peraturan garansi biasanya tertulis pada suatu surat garansi.3 
Garansi atau jaminan dalam bahasa Inggris mempunyai dua makna, 
yaitu guarantee dan warranty. Guarantee adalah jaminan  kualitas dari 
penjual  atau produsen atau pabrikan atas barang yang dijual. Apabila 
pembeli tidak puas atau jika barang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan 
dalam masa tertentu maka penjual setuju untuk mengganti atau 
mengembalikan uang pembeli. Dalam pengertian ini guarantee bersifat  
menyeluruh dimana opsi yang memberikan oleh penyedia atas tidak 
                                                          
2
John M.Ecols dan H}{assan Shadily. Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia 
Utama, 2003), hlm.282. 
 
3 Ummy Salamah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Garansi dalam Jual Beli”.skripsi 
tidak diterbitkan, jurusan Muamalah Universitas Islam Yogyakarta, 2002, hlm.41. 
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tercapainya kualitas barang hanya dua, mengganti barang atau uang 
kembali.4 
Sedangkan warranty adalah jaminan perbaikan penggantian item atau 
bagian barang. Apabila pembeli tidak puas atau jika barang tidak sesuai 
dengan yang diperjanjikan dalam masa tertentu maka penjual setuju untuk  
mengganti item atau bagian yang rusak. Dalam pengertian ini warranty 
bersifat parsial dan bisa disebutkan bagian dari guarantee. Opsi yang 
diberikan oleh penyedia terhadap tidak tercapainya kualitas barang akibat 
kerusakan salah satu bagian barang adalah hanya penggantian bagian barang 
yang rusak saja.5 
Dengan demikian, garansi merupakan salah satu bentuk layanan yang 
diberikan penjual kepada pembeli sebagai pemenuhan terhadap hak-hak 
pembeli, terutama hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan nilai 
tukar yang dikeluarkan. Pada tahap ini kepuasan konsumen atau 
kekecewaannya berkenaan dengan transaksi yang diselenggarakan akan 
segera menjadi kenyataan, apakah barang yang telah dibeli oleh konsumen 
tersebut berkualitas baik atau tidak. Untuk mengetahui hal ini, maka garansi 
memiliki peranan yang sangat penting bagi konsumen.6 
                                                          
4 Muhammad Faisal.2013.Guarantee dan Warranty, apa bedanya?(,http: beat-that. 
Blogspot.co.id/2013/05/guarantee-dan-warranty-apa-bedanya.html?m=1), diakses tanggal 23 Juli 
2018 pukul 15.15 WIB. 
 
5Zulfadli, “Perbedaan Guarantee dan Warranty” 
(http://Zulfadli05.blogspot.com/2013/04/perbedaan-guarantee-dan-warranty. html) diakses tanggal 
23 Juli 2018 pukul 15.45 WIB. 
6K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 139. 
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Jadi pelayanan garansi merupakan bentuk penanggungan yang 
menjadi kewajiban penjual kepada pembeli terhadap cacat-cacat barang 
yang tersembunyi. Selain itu garansi juga sebagai salah satu upaya untuk 
melindungi kepuasan konsumen. Dengan kata lain, Konsumen melalui 
garansi, mendapatkan perlindungan hukum untuk menikmati pemakaian 
produk secara aman dan nyaman.  
2. Tujuan dan Manfaat Garansi 
Dalam perkembangan dunia perdagangan dewasa ini, garansi 
merupakan kepentingan konsumen yang sangat vital, sehingga garansi 
dalam jual beli memiliki tujuan sebagai penjaminan apabila dalam masa-
masa garansi ditemukan cacat-cacat tersembunyi oleh pembeli dan pengikat 
terhadap pihak penjual untuk memenuhi prestasi (kewajiban) yang telah 
disepakati bersama dengan pembeli. 
Garansi ini sangat berharga sebab dengan adanya garansi, selain 
jaminan kualitas produk tersebut juga mempengaruhi harga jual dan minat 
pembeli suatu produk. Dengan adanya garansi, nilai jual suatu produk akan 
bertambah dan keberadaan garansi tersebut dapat meningkatkan minat 
konsumen untuk membelinya. Suatu produk yang sejenis sangat berbeda 
dari segi harga bila yang satu memiliki garansi dan yang lain tidak. Harga 
produk yang tidak bergaransi biasanya lebih rendah dari yang bergaransi, 
namun demi keamanan dan terjaminnya kualitas suatu produk, konsumen 
biasanya memilih produk yang bergaransi. 
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Tujuan garansi adalah untuk tolong menolong sesama manusia dan 
melindungi konsumen. Sedangkan  fungsi garansi adalah sebagai jaminan 
terhadap barang  yang ditransaksikan dalam keadaan baik dan layak jual. 
Garansi merupakan bentuk pelayanan yang sangat penting dan bermanfaat 
bagi konsumen, dimana garansi menjadi sebuah perjanjian (ikatan) antara 
kedua belah pihak yang bertransaksi bahwa barang yang ditransaksikan 
tersebut bebas atau tidak terdapat cacat-cacat yang tersembunyi.7 Selain itu, 
garansi juga bermanfaat untuk menjamin kualitas suatu produk, garansi ini 
dapat digunakan oleh konsumen untuk melakukan tuntutan kerugian yang 
diderita akibat kerusakan atau kesalahan dalam suatu produk. Garansi itu 
tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen tetapi juga bagi pelaku 
usaha. Manfaat garansi bagi pelaku usaha yaitu dapat membatasi klaim yang 
berlebihan dari konsumen dan garansi juga dapat dijadikan sebagai salah 
satu strategi promosi bagi suatu produk sebab produk dengan garansi yang 
lebih lama itu menandakan bahwa produk tersebut memiliki kualitas yang 
baik.8 
3. Cacat Dalam Perjanjian Jual Beli 
Dalam perjanjian garansi jual beli, prestasi (kewajiban) yang harus 
dilakukan oleh penjual adalah berupa menanggung segala cacat yang 
                                                          
7Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam. (Jakarta: 
Sinar Grafika, 1996), hlm.43. 
 
8 Ayu Wandira, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Telematika dan 
Elektronika Yang Tidak Disertai Dengan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa 
Indonesia”, Skripsi tidak diterbitkan, jurusan Hukum Perdata Universitas Hasanudin, Makassar, 
2013, hlm. 4. 
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tersembunyi pada barang yang diperdagangkan. Jadi dalam hal ini, cacat 
tersembunyi merupakan hal yang sangat penting.Yang dimaksud cacat 
tersembunyi adalah cacat yang tidak mudah dilihat oleh pembeli. Menurut 
pasal 1504 KUHPdt, yang dimaksud cacat tersembunyi adalah cacat yang 
membuat barang itu tidak sanggup untuk dipakai semestinya, sehingga 
seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan 
membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang murah.9 
Apabila cacat tersebut telah diketahui sebelumnya oleh pembeli, maka 
penjual tidak bertanggung jawab terhadap cacat yang kelihatan tersebut, 
karena dapat dianggap bahwa pembeli menerima adanya cacat dengan 
harga yang disesuaikan dengan adanya cacat. Hal ini sebagaimana yang 
tercantum dalam KUHPdt pasal 1505, bahwa penjual tidak diwajibkan 
menanggung terhadap cacat yang kelihatan yang telah diketahui oleh 
pembeli.10 Dengan demikian, dalam perjanjian garansi jual beli, penjual 
memiliki kewajiban untuk menanggung cacat-cacat barang yang 
tersembunyi dan tidak diketahui sebelum adanya transaksi. 
4. Bentuk Jaminan Garansi Dalam Jual Beli 
Garansi merupakan tujuan produsen untuk menarik efektifitas pangsa 
pasar, maka hal tersebut mempunyai banyak konsep yang ditawarkan 
dengan identifikasi format yang berbeda-beda. Konsep Garansi secara garis 
besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
                                                          
9Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk 
Wetboek, cet. 32 (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003), hlm.374. 
 
10Ibid,  hlm.374. 
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a. Produk-produk sederhana 
Untuk menawarkan jenis ini, produsen berani menjamin dengan 
penggantian secara total. Contoh penggantian produk barang tupperware. 
b. Produk menengah keatas 
Jaminan yang ada dalam produk-produk ini sangat bervariatif, ada 
jaminan perbaikan (service), penggantian suku cadang dan ada yang 
berani menawarkan tanggung jawab fasilitas selama masa reparasi, 
seperti penjaminan mobil. Pada umumnya mereka tetap memberikan 
ketentuan seperti batas waktu, batas pemakaian dan lain-lain.11 
Selain hal diatas garansi dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori, 
yaitu garansi satu dimensi, garansi dua dimensi, dan garansi tambahan 
(extended waranty). 
1) Garansi Satu Dimensi 
Kebijakan garansi satu dimensi dikarakteristikkan oleh satu 
atribut, yaitu  umur produk atau pemakaian. Sebagai contoh sebuah 
TV digaransi selama satu tahun.Jenis garansi ini dibagi kedalam dua 
kategori utama yaitu Free Replacement Warranty (FRW) dan Pro 
Rata Warranty (PRW). 
Pada FRW iniperbaikan produk mengalami kerusakan selama 
masa garansi tanpa dikenakan biaya kepada konsumen. Sedangkan 
pada PRW, produk baru sebagai pengganti dari produk yang rusak 
dalam masa garansi diberikan dengan harga discount (potongan 
                                                          
11
Qomaruzzaman,  Paradigma Fiqh Masa>il, Team Pembukuan Manhaji Purna Siswa, cet. 
3 (Kediri: Perc. Sumenang, 2005), hlm.129. 
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harga) atau konsumen harus mengeluarkan sejumlah uang (yang 
besarnya proporsional terhadap sisa masa garansi pada saat produk 
rusak) untuk mendapatkan produk baru. FRW cocok diterapkan 
untuk produk yang dapat direparasi, misalnya komputer, sedangkan 
PRW tepat untukproduk yang tidakdapatdireparasi, misalnya ban 
mobil. 
2) Garansi Dua Dimensi 
Kebijakan garansi dua dimensi dikarakteristikan oleh dua 
atribut, dimana satu dimensi menjelaskan batas umur dan dimensi 
yang lainnya penggunaan. Garansi dua dimensi banyak ditawarkan 
untuk produk otomotif, pesawat terbang, dan lain-lain. Contoh 
sebuah mobil atau sepeda motor diberi garansi satu tahun atau 
12.000 km, tergantung yang mana yang berakhir lebih dahulu. 
3) Garansi Tambahan (Extended Warranty) 
Beberapa tahun ini, produsen menawarkan garansi tambahan. 
Sebagai contoh, banyak dealer yang menawarkan penjualan mobil 
dengan garansi tambahan setelah masa garansi dasar berakhir, 
misalnya perpanjangan waktu garansi satu tahun. Hal serupa untuk 
produk elektronik, dimana pembeli dapat mengajukan garansi 
tambahan, misalnya satu sampai dua tahun. Garansi dapat 
diperpanjang dengan melakukan kontrak kesepakatan baru tetapi 
konsumen harus mengeluarkan sejumlah uang atau membeli jasa ini. 
Garansi tambahan ini merupakan pilihan bagi konsumen untuk 
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memperpanjang atau tidak, atau sifatnya tidak diwajibkan. Garansi 
tambahan mirip dengan service contract dimana ada pihak luar 
(produsen atau pihak ketiga) yang sanggup merawat produk untuk 
periode tertentu berdasarkan kontrak dengan pemilik produk. 
Bagi produsen, garansi tambahan memberikan layanan purna 
jual kepada konsumen yang tidak terbatas pada masa garansi tetapi 
juga diluar garansi. Layanan purna jual yang baik akan menciptakan 
kepuasan pelanggan (customer satisfication) yang tinggi, sehingga 
akan menambah loyalitas konsumen terhadap produk. Dan ini dapat 
digunakan sebagai alat promosi yang efektif untuk memenangkan 
persaingan dengan produk yang sejenis. Penawaran ongkos yang 
relatif murah dan garansi tambahan yang menguntungkan konsumen 
membuat jasa garansi tambahan menjadi suatu produk yang menarik 
bagi konsumen. Dan ini membuang peluang bisnis untuk 
memberikan jasa garansi tambahan oleh pihak ketiga.12 
C. Perundang Undangan di Indonesia Tentang Garansi 
1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata 
Dalam kitab Undang-undang hukum perdata garansi termasuk pada 
bagian jaminan perorangan, yang diatur  pada buku III Kitab Undang-
undang Hukum Perdata. Garansi adalah bagian dari  suatu perjanjian, 
maka termasuk didalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
                                                          
12Bermawi, Manajemen Garansi Produk dan Perkembangannya di 
Indonesia,(Bermawi@mail.ti.itb.ac.id). Diakses tanggal 30 Juli 2018 pukul 20.05 WIB. 
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mengenai perikatan (van verbintenissen). Perjanjian garansi diatur dalam 
Pasal 1316 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.13 
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 
Peraturan Pemerintah Tentang Pembinaan dan pengawasan 
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk 
melaksanakan ketentuan pasal 29 dan 30 Undang Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu menetapkan Peraturan 
Pemerintah Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Perlindungan Konsumen. Selain itu, dalam peraturan tersebut dijelaskan 
bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan 
perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan 
pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku 
usaha. Sedangkan dalam hal pengawasan, Pengawasan terhadap 
penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan 
peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh pemerintah, 
masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.14 
Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat antara 
pelaku usaha dan konsumen dilakukan atas koordinasi Menteri dengan 
                                                          
13
Rachmadi, 2009. Hukum Jaminan Keperdataan (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.23-24. 
 
14 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. 
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Menteri teknis terkait, antara lain dengan melakukan penelitian terhadap 
barang atau jasa yang menyangkut perlindungan konsumen.15 
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen 
Pengertian dari perlindungan konsumen dalam Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya 
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada masyarakat 
terhadap hak-haknya sebagai konsumen”. Peraturan perlindungan 
konsumen dilakukan agar menciptakan sistem perlindungan konsumen 
yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum; 
melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan 
seluruh pelaku usaha; meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa; 
memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang 
menipu dan mmenyesatkan; memadukan penyelenggaraan, 
pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-
bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.16 
Dalam Pasal 19 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Garansi merupakan salah 
satu bentuk tanggung jawab pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha 
dalam Pasal tersebut terbagi menjadi 5 poin, diataranya: 
                                                          
15 St. Nurjannah, “Pembinaan dang Pengawasan Pemerintah Terhadap Perlindungan 
Konsumen”, Jurnal al-Daulah, (Makassar) Vol.1/ No.2/ Juni 2013, hlm. 6. 
 
16 Martha Eri Safira, Hukum Ekonomi di Indonesia, (Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 
2015), hlm. 46-48. 
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a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 
pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 
dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 
b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis 
atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian 
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 
yang berlaku. 
c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari 
setelah tanggal transaksi.  
d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan 
pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.  
e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku 
apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut 
merupakan kesalahan konsumen.  
Keberadaan garansi ialah untuk memberikan perlindungan kepada 
konsumen atas pemakaian produk yang dibeli olehnya. Pada Pasal 7 huruf b 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 
menyebutkan bahwa “Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi 
yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau 
jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.” 
Disini secara tersirat pelaku usahalah yang memiliki kewajiban dalam 
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pemberian kartu jaminan atau garansi kepada konsumen. Kartu garansi yang 
didapat dalam pembelian suatu produk elektronik untuk membuktikan 
keaslian dan menjamin bahwa barang itu tidak mengalami kecacatan.   
Terkait waktu garansi, dalam Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang 
perlindungan konsumen pasal 25 yang menyatakan: 
1. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya 
berkelanjutan  dalam batas waktu  sekurang-kurangnya  1 (satu) tahun 
wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purnajual dan wajib 
memenuhi jaminan atau garansi sesuai yang diperjanjikan. 
2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas 
tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha 
tersebut: a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang 
dan/atau fasilitas perbaikan; b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi 
jaminan dan/atau garansi yang diperjanjikan. 
Undang-undang perlindungan konsumen yang dikutip diatas 
memberikan batas waktu selama setahun bagi para pelaku usaha dalam 
memberikan garansi atau suku cadang suatu produk. Perlu digaris bawahi 
bahwa dalam kalimat tersebut terdapat ambiguitas yang menimbulkan dua 
pemaknaan sekaligus. Pertama, masa satu tahun itu bisa dibaca sebagai 
pemakaian barang secara berkelanjutan selama setahun atau kedua, 
penyediaan suku cadang selama setahun sejak barang dibeli (purna jual). 
Tentunya yang paling masuk akal adalah pemaknaan yang kedua, mengingat 
garansi adalah sebuah bentuk jaminan yang ditetapkan dengan undang-
67 
 
undang, khususnya dalam hal jangka waktu minimalnya. Perjanjian boleh 
saja menambahkan jangka waktu lebih daripada yang sudah ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan. Disini, bentuk transaksi konsumen apabila 
ditafsirkan secara gramatikal juga sangat dibatasi, yaitu hanya untuk barang 
yang memperoleh melalui proses jual beli, tidak termasuk format transaksi 
lain, misalnya sewa menyewa dan tukar menukar.17 Sedangkan dalam pasal 
27 berbunyi “pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari 
tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila: (a). Barang 
tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk 
diedarkan; (b). Cacat barang timbul pada kemudian hari; (c). Cacat timbul 
akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang; (d). Kelalaian yang 
diakibatkan oleh konsumen; (e). Lewatnya jangka waktu 4 (empat) tahun 
sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.  
Penjelasan pasal 27 huruf e menyatakan: “jangka waktu yang diperjanjikan 
itu adalah masa garansi”. Jadi, garansi adalah sebuah bentuk jaminan yang 
ditetapkan dengan Undang-undang, khususnya dalam hal jangka waktu 
minimalnya. Perjanjian boleh saja menambahkan jangka waktu lebih daripada 
yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang 
perlindungan konsumen menetapkan jangka waktu selama empat tahun sejak 
barang dibelikan. Garansi selama empat tahun itu ternyata adalah untuk 
barang saja (mengingat tidak ada kata jasa dalam pasal 27 huruf e ini). 
Sayangnya, masa garansi empat tahun itu ternyata bukan jangka waktu 
                                                          
17
Shidarta, Garansi Dan Perlindungan Konsumen, (Bussines-
law.binus.ac.id/2015/10/14/garansi-dalam-layanan-purnajual-dan-perlindungan-konsumen/) 
diakses tanggal 30 Juli 2018 pukul 20.32 WIB. 
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minimal karena anak kalimat tersebut dianulir oleh pernyataan berikutnya: “... 
atau jangka waktu yang telah diperjanjikan”. Artinya, bisa saja ada perjanjian 
untuk memberi garansi dibawah masa empat tahun. 18 
Meskipun terdapat  pembatasan waktu terkait garansi dalam aktivitas 
jual beli, mayoritas kalangan produsen mengaplikasikan garansi dalam jual 
beli dengan mempertimbangkan kualitas barang, jadi setiap produk memiliki 
masa garansi yang berbeda beda tergantung dari jenisnya serta perusahaan 
yang menjamin garansinya. 
Sedangkan mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar 
ketentuan Undang Undang Perlindungan konsumen akan dikenakan sanksi 
sebagaimana yang tercantum dalam pasal 60, 61, 62, dan 63 Undang Undang 
Perlindungan Konsumen. Dalam pasal tersebut terdapat dua jenis sanksi, 
yakni sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa 
penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah). 
Sedangkan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 
atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
atau dapat juga dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:  
a. Perampasan barang tertentu;  
b. Pengumuman keputusan hakim;  
c. Pembayaran ganti rugi;  
d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya 
kerugian konsumen;  
                                                          
18Ibid.,  
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e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau  
f. Pencabutan izin usaha.19 
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang 
Pendaftaran Petunjuk Penggunaan Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi 
Purna Jual dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan 
Elektronika. 
Pemberian kartu jaminan atau garansi pada produk elektronik 
diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan 
Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia 
Bagi Produk Telematika dan Elektronika yang menyatakan bahwa “Setiap 
produk telematika dan elektronika yang diproduksi dan/atau diimpor 
untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib dilengkapi dengan 
petunjuk penggunaan dan kartu jaminan (garansi purna jual) dalam 
Bahasa Indonesia.” Kadangkalanya ada penjual atau pelaku usaha tidak 
memberikan kartu garansi kepada konsumen. Perbuatan pelaku usaha ini 
telah diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-
DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan Manual) dan 
Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk 
Telematika Dan Elektronika yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang 
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), 
dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 
                                                          
19 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia. 
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Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.20” Garansi memberikan 
gambaran kepada konsumen  bahwa pelaku usaha menjamin bahwa 
produk yang dijual olehnya merupakan  produk yang memang berkualitas. 
Pada dasarnya, garansi memberikan kesempatan kepada konsumen untuk 
memperoleh ganti kerugian  atas kerusakan yang muncul pada produk 
tersebut pada masa garansi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
20 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M DAG/PER/5/2009 
Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan Manual Dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam 
Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika 
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BAB IV 
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA MAZ|HAB SYA<FI’I 
TENTANG KHIY<AR JUAL BELI DAN PERATURAN PERUNDANG 
UNDANGAN DI INDONESIA 
 
 
A. Persamaan Maz|hab Sya<fi’i  Tentang Khiy<ar  Jual Beli dan Peraturan 
Perundang Undangan Di Indonesia Tentang Garansi 
Sudah seperti suatu kewajiban bagi seorang pelaku usaha untuk 
memberikan perlakuan yang baik dan pelayanan yang maksimal terhadap 
konsumennya. Selain untuk menarik minat dari konsumen, hal tersebut 
merupakan suatu bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas barang maupun 
jasa yang ditawarkannya. Semakin bagus pelayanan pembelian suatu produk, 
maka akan semakin tinggi juga minat dan daya jual dari produk itu sendiri. 
Berbicara mengenai tanggung jawab pelaku usaha, bahwasannya tanggung 
jawab tersebut tidak hanya sampai pada setelah barang tersebut sudah 
diterima konsumen. Lebih dari itu, setelah barang tersebut mengalami 
pemakaian pada waktu yang telah ditentukan dan mengalami kerusakan, 
maka hal itu juga menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Seorang pelau usaha 
harus memberikan garansi/ jaminan, baik berupa garansi perbaikan maupun 
penggantian barang.  
Garansi merupakan jenis fasilitas dari penjual yang sangat bermanfaat 
bagi semua pihak, baik bagi pemberi garansi (penjual) maupun bagi penerima 
garansi (pembeli)serta bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Disisi 
lain layanan ini merupakan tindakan saling tolong menolong dalam 
kewajiban yang sangat dianjurkan oleh agama. 
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Garansi jual beli sebagaimana yang berjalan sekarang ini memang tidak 
dikenal pada masa Rasulullah SAW. Namun bukan berarti terlarang, karena 
pada dasarnya semua bentuk mu’a>malat adalah mubah.  
Dalam Islam, manusia diberi kemudahan dengan kebebasan untuk 
mengatur kehidupannya sendiri yang dinamis dan lebih bermanfaat, 
sepanjang aturan yang dibuatnya tidak bertentangan dengan ketentuan 
syari’ah termasuk melakukan berbagai macam bentuk mu’a>malat dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila ada suatu kelaziman yang diterima 
ditengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan sya>ri’ah, maka 
kelaziman tersebut bisa dijadikan hukum. 
Diantara solusi hukum yang diberikan Islam terhadap konsumen, 
apabila terjadi ketidak sesuaian antara promosi dengan sifat barang, maka 
konsumen akan mempunyai hak yaitu khiya>r, yaitu hak untuk membatalkan 
atau melanjutkan transaksi yang terjadi karena menyembunyikan atau 
terdapat cacat mengenai barang yang diperjual belikan. Khiya>r itu 
dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikiran antara pembeli 
dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan khiya>r. Akan tetapi oleh 
karena dengan sistem khiya>r ini adakalanya menimbulkan penyesalan kepada 
salah seorang dari pembeli atau penjual yaitu kalau pedagang mengharap 
barangnya segera laku, tentu tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi 
sesudah jual beli atau kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang 
yang dibelinya, tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi 
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sesudah akad jual beli. Maka oleh karena itu, untuk menetapkan sahnya ada 
khiya>r harus ada ikrar dari kedua belah pihak. 
Hak khiya>r ditetapkan syariat islam bagi orang-orang yang melakukan 
transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, 
sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan 
sebaik-baiknya. Tujuan diadakan khiya>r oleh syara’ berfungsi agar kedua 
orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih 
jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa 
tertipu. 
Hak khiya>r juga ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan  dan 
kepuasan  timbal balik  pihak-pihak yang melakukan  transaksi jual beli. Dari 
satu segi memang khiya>r ini tidak praktis karena mengandung unsur ketidak 
pastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan 
transaksi, khiya>r ini menjadi pilihan terbaik. Hal ini dapat dianalisa 
mempunyai kesamaan dengan konsep garansi yaitu, berupa penjaminan dan 
service (pelayanan). Garansi dan khiya>r memang beda tetapi memiliki sedikit 
persamaan yaitu sama-sama merupakan jaminan mutu terhadap suatu barang.  
Adanya legalitas khiya<r, menunjukkan bahwa islam memberikan 
pengakuan terhadap keberadaan garansi, karena didalamnya terdapat unsur 
perlindungan konsumen dari segala bentuk penipuan. Perlindungan konsumen 
adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan payung hukum yang 
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diberikan pada konsumen dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya, dari 
hal-hal yang dapat merugikan.1 
Garansi adalah proses dan prosedur penggantian barang yang 
dimaksudkan dalam bentuk pertanggung jawaban atas mutu dan kwalitas dari 
barang yang dibeli. Dimana aturan-aturan dan ketetapannya dijalankan 
dengan mempertimbangkan dari kebijakan-kebijakan yang berkaitan. 
Secara teoritik, dari pemaparan diatas penulis menyimpulkan terkait 
bentuk-bentuk penjaminan garansi yang diaplikasikan dalam aktivitas 
perekonomian ini hanya terbatas pada penjaminan akan suatu barang yang 
digunakan sebagai objek jual beli antara produsen dan konsumen. Barang 
yang dijadikan objek garansi pun tidak mencangkup semua barang yang 
diperjual belikan. Garansi yang merupakan tujuan produsen untuk menarik 
efektifitas pangsa pasar, maka hal tersebut mempunyai banyak konsep yang 
ditawarkan dengan identifikasi format yang berbeda-beda. Konsep garansi 
secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
a. Produk-produk sederhana 
Untuk menawarkan jenis ini, produsen berani menjamin dengan 
penggantian secara total. Contoh penggantian produk barang handphone.  
 
 
                                                          
1 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 
9. 
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b. Produk menengah ke atas 
Jaminan yang ada dalam produk-produk ini sangat bervariatif, ada jaminan 
perbaikan (service), penggantian suku cadang dan ada yang berani 
menawarkan tanggung jawab fasilitas selama masa reparasi, seperti 
penjaminan mobil. Pada umumnya mereka tetap memberikan ketentuan 
seperti batas waktu, batas pemakaian dan lain-lain.2 
Konsep garansi di atas berkaitan dengan konsep khiya>r al-‘ayb 
dimana penjaminan barang dilakukan setelah akad berlangsung dan ketika 
ada suatu cacat dalam barang yang di jadikan obyek jual beli. Pembeli berhak 
meminta ganti rugi atas cacat barang yang di milikinya, pembeli dapat 
mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau 
kembali barang dan uang. penjual pun juga berkewajiban mengganti barang 
yang telah di terima pembeli dengan penggantian ganti rugi sesuai kriteria 
barang, ketika kualitas maupun kuantitasnya baik maka akan ada jaminan 
perbaikan (service) atau penggantian suku cadang, tetapi jika kualitas dan 
kuantitasnya rendah maka penjual dapat mengganti barang tersebut dengan 
penggantian secara total. 
Selain hal di atas garansi dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori, 
yaitu garansi satu dimensi, garansi dua dimensi, dan garansi tambahan 
(extended waranty). 
 
                                                          
2
Qomaruzzaman, Paradigma Fiqh Masa>il, Team Pembukuan Manhaji Purna Siswa, cet. 
3 (Kediri: Perc. Sumenang, 2005), 129. 
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1) Garansi satu dimensi 
Kebijakan garansi satu dimensi dikarakteristikkan oleh satu atribut, 
yaitu umur produk atau pemakaian. Sebagai contoh sebuah TV digaransi 
selama satu tahun. Jenis garansi ini dibagi kedalam dua kategori utama 
yaitu Free Replacement Warranty (FRW) dan Pro Rata Warranty (PRW). 
Pada FRW ini perbaikan produk mengalami kerusakan selama masa 
garansi tanpa dikenakan biaya kepada konsumen. Sedangkan pada PRW, 
produk baru sebagai pengganti dari produk yang rusak dalam masa garansi 
diberikan dengan harga discount (potongan harga) atau konsumen harus 
mengeluarkan sejumlah uang (yang besarnya proporsional terhadap sisa 
masa garansi pada saat produk rusak) untuk mendapatkan produk baru. 
FRW cocok diterapkan untuk produk yang dapat direparasi, misalnya 
komputer, sedangkan PRW tepat untuk produk yang tidak dapat direparasi, 
misalnya ban mobil. 
2) Garansi Dua Dimensi 
Kebijakan garansi dua dimensi dikarakteristikan oleh dua atribut, 
dimana satu dimensi menjelaskan batas umur dan dimensi yang lainnya 
penggunaan. Garansi dua dimensi banyak ditawarkan untuk produk 
otomotif, pesawat terbang, dan lain-lain. Contoh sebuah mobil atau sepeda 
motor diberi garansi satu tahun atau 12.000 km, tergantung yang mana 
yang berakhir lebih dahulu. 
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3) Garansi Tambahan (Extended Warranty) 
Beberapa tahun ini, produsen menawarkan garansi tambahan. 
Sebagai contoh, banyak dealer yang menawarkan penjualan mobil dengan 
garansi tambahan setelah masa garansi dasar berakhir, misalnya 
perpanjangan waktu garansi satu tahun. Hal serupa untuk produk 
elektronik, di mana pembeli dapat mengajukan garansi tambahan, 
misalnya satu sampai dua tahun. Garansi dapat diperpanjang dengan 
melakukan kontrak kesepakatan baru tetapi konsumen harus mengeluarkan 
sejumlah uang atau membeli jasa ini. Garansi tambahan ini merupakan 
pilihan bagi konsumen untuk memperpanjang atau tidak, atau sifatnya 
tidak diwajibkan. Garansi tambahan mirip dengan service contract dimana 
ada pihak luar (produsen atau pihak ketiga) yang sanggup merawat produk 
untuk periode tertentu berdasarkan kontrak dengan pemilik produk. 
Bagi produsen, garansi tambahan memberikan layanan purna jual 
kepada konsumen yang tidak terbatas pada masa garansi tetapi juga diluar 
garansi. Layanan purna jual yang baik akan menciptakan kepuasan 
pelanggan (customer satisfication) yang tinggi, sehingga akan menambah 
loyalitas konsumen terhadap produk. Dan ini dapat digunakan sebagai alat 
promosi yang efektif untuk memenangkan persaingan dengan produk yang 
sejenis. Penawaran ongkos yang relatif murah dangaransi tambahan yang 
menguntungkan konsumen membuat jasa garansi tambahan menjadi suatu 
produk yang menarik bagi konsumen. Dan ini membuka peluang bisnis 
untuk memberikan jasa garansi tambahan oleh pihak ketiga. 
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Garansi dan Khiya<r merupakan sutau perjanjian yang didalamnya 
terdapat hak dan kewajiban kedua belah pihak yang sedang bertransaksi, 
keduanya mempunyai manfaat dan tujuan yang sama, yakni, mencari kerelaan 
antara kedua belah pihak dalam bertransaksi, selain itu, Khiya<r dan garansi 
memiliki maksud yamg sama, yaitu keduanya mengandung i’tikad baik dari 
pihak penjual untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi 
pembelinya. Selain itu, dari segi konsep, terkait garansi satu dimensi dan dua 
dimensi mempunyai konsep yang sama dengan konsep khiya>r  al-Syart }di 
mana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan 
bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih 
antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Memilih pembatalan disini 
maksudnya mengembalikan barang yang mengalami suatu kerusakan atau 
cacat selama masa khiya<r. menurut pendapat maz|hab Sya<fi’i yang berkaitan 
dengan masalah garansi merupakan implementasi khiya>r al-‘ayb (cacat) dan 
khiya>r al-Syart. Dimana dalam pemaparan khiya>r al-‘ayb dijelaskan bahwa 
pembeli boleh mengembalikan barang yang dibeli apabila menemukan 
kerusakan/cacat dikemudian hari. Sedangkan dan khiya>r al-Syart adalah suatu 
keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad atau masing–masing 
yang akad atau selain kedua belah pihak yang akad memiliki hak atas 
pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan, jadi dapat 
ditarik benang merah persamaan bentuk garansi antara maz|hab dan jual beli 
konvensional yaitu adanya pengembalian atau penggantian akan barang yang 
cacat selama masa garansi serta adanya jangka waktu terhadap garansi. 
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Antara Khiya<r maupun garansi sama-sama menimbulkan akibat hukum bagi 
pihak yang pihak yang melakukan perjanjian. Yakni, ketika salah seorang 
tidak menunaikan Khiya<r / lalai terhadap pemberian garansi, maka pelaku 
Khiya<r maupun garansi dikenai sanksi maupun hukuman atas perbuatannya 
tersebut.   
B. Perbedaan Maz|hab Sya<fi’i  Tentang Khiy<ar  Jual Beli dan Peraturan 
Perundang Undangan Di Indonesia Tentang Garansi 
Di antara konsep garansi di atas banyak yang mempunyai keterkaitan 
dengan konsep khiy<ar jual beli Maz|hab Sya<fi’i, akan tetapi juga terdapat 
perbedaan antara keduanya, yakni salah satu konsep yaitu tentang Garansi 
Tambahan (Extended Warranty). Dalam hal waktu pembatasan Khiy<ar  
Maz|hab Sya<fi’i  mengemukakan bahwa waktu Khiy<ar  tidak lebih dari tiga 
hari. Sya<fi’i berpendapat bahwa khiya>r diperbolehkan dengan waktu yang 
ditentukan selagi tidak lebih dari tiga hari. Apabila lebih dari tiga hari, akad 
harus dilanjutkan atau akad khiya>r menjadi batal. Masa tenggang waktu tiga 
hari untuk melaksanakan hak khiya>r al-Syart tersebut diangap cukup untuk 
mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan harga barang yang sudah 
diperjual belikan itu. Pendapat ulama yang menyatakan tenggang waktu 
garansi yang hanya terbatas dalam 3 hari kurang tepat jika diaplikasikan 
dalam aktivitas jual beli di zaman yang serba modern ini, dimana kebutuhan 
akan barang sangat bervariatif sehingga perlunya sebuah layanan jual beli 
yang sekiranya memperhatikan aspek kualitas dan kuantitas akan barang yang 
diperjual belikan. Aktivitas layanan garansi yang memperhatikan aspek 
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kualitas dan kuantitas barang tersebut juga akan sangat bermanfaat terhadap 
kemaslahatan antara penjual dan pembeli. Sedangkan waktu pembatasan 
garansi Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 
pasal 25 yang menyatakan: “(1) Pelaku usaha yang memproduksi barang 
yang pemanfaatannya berkelanjutan  dalam batas waktu  sekurang-
kurangnya  1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas 
purnajual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai yang 
diperjanjikan.”. dalam pasal tersebut disebutkan bahwa waktu garansi adalah 
satu tahun. Akan tetapi, redaksi dalam pasal tersebut tidak menjelaskan 
bahwa yang dimaksud satu tahun itu merupakan masa pemakaian suatu 
barang secara berkelanjutan selama setahun atau penyediaan suku cadang 
selama setahun sejak barang tersebut dibeli (purna jual). Meskipun terdapat  
Pembatasan waktu terkait garansi dalam aktivitas jual beli mayoritas kalangan 
produsen mengaplikasikan garansi dalam jual beli dengan 
mempertimbangkan kualitas barang. Jadi setiap produk memiliki masa 
garansi yang berbeda-beda tergantung dari jenisnya serta perusahaan yang 
menjamin garansinya.perbedaan selanjutnya adalah terletak pada akibat 
hukum yang ditimbulkan dari garansi dan khiya<r. Akibat hukum yang 
ditimbulkan dari tidak dilaksanakannya khiya<r adalah hilangnya kerelaan dari 
alah satu pihak, dan hal tersebut membuat unsur antaro<d{in (suka sama suka) 
tidak tercapai pada saat transaksi berlangsung. Berbeda dengan khiya<r, 
garansi menimbulkan akibat hukum yakni diberikannya sanksi administratif 
maupun pidana bagi pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya untuk 
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memberikan garansi kepada pembeli. Sanksi tersebut berupa Sanksi 
administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 
(duaratus juta rupiah). Sedangkan sanksi pidana berupa pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) atau dapat juga dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:  
a. Perampasan barang tertentu;  
b. Pengumuman keputusan hakim;  
c. Pembayaran ganti rugi;  
d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya 
kerugian konsumen;  
e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau  
f. Pencabutan izin usaha.3 
Selain itu, terdapat perbedaan lain terletak pada adanya kartu 
perjanjian jaminan untuk garansi yang didalamnya terdapat prosedur 
penggunaan kartu tersebut. Sedangkan dalam khiya<r tidak terdapat kartu 
perjanjian jaminan. Peraturan mengenai khiya<r dinukil dari dalil naqli 
yang bersumber dari firman Allah SWT, sehingga Allah lah yang memberi 
hukuman bagi pihak-pihak yang curang terhadap pelaksanaan khiya<r, 
Allah juga yang memberi pahala apabila ada seseorang yang jujur dalam 
melaksanakan khiya<r. Sedangkan dalam garansi pemerintah lah  yang 
bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan segala sesuatu yang 
berkaitan dengan perlindungan konsumen, termasuk garansi. Sedangkan 
                                                          
3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia. 
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dalam hal pengawasan dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan 
lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang Pendapat Maz|hab 
Sya<fi’i Tentang Khiya<r Jual Beli dan Perbandingannya Dengan Peraturan 
Perundang Undangan di Indonesia Tentang Garansi, dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Secara terminologi, khiya<r banyak pendapat yang dinukil oleh ‘ulama 
diantaranya Ibn Qa<sim al-Gazi dan Ibra<him al-Bajuri< dari maz|hab Sya>fi’i, 
mereka berpendapat bahwa khiya<r adalah: dua orang yang saling berjual 
beli berhak khiya<r antara meneruskan dan merusak jual belinya dengan 
maksud keduanya diperbolehkan menggunakan khiya<r majelis dalam 
berbagai jual beli, seperti jual beli salam. Sedangkan menurut imam 
Sya<fi’i: setiap dua orang yang melakukan jual beli pada zaman dahulu 
dengan cara jatuh tempo, utang, menukar atau dengan cara lainnya, 
dimana keduanya melakukan hal tersebut dengan dasar suka sama suka, 
keduanya tidak berpisah dari tempat berdiri atau duduknya dimana 
keduanya melakukan transaksi jual beli itu. Jika keduanya dalam posisi 
demikian, maka dbolehkan bagi masing-masing untuk membatalkan jual 
belinya 
2. Garansi merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pelaku usaha, 
Keberadaan garansi ialah untuk memberikan perlindungan kepada 
konsumen atas pemakaian produk yang dibeli olehnya. Pada Pasal 7 huruf 
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b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 
menyebutkan bahwa “Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan 
informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang 
dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan 
pemeliharaan.” Disini secara tersirat pelaku usahalah yang memiliki 
kewajiban dalam pemberian kartu jaminan atau garansi kepada konsumen. 
3. Persamaan maz|hab Sya<fi’i tentang khiy<ar jual beli dan Peraturan 
Perundang Undangan di Indonesia adalah adanya persamaan konsep 
garansi dengan khiy<ar ‘ayb dan khiy<ar syart, antara garansi dan khiy<ar 
terdapat pembtasan waktu, keduanya menimbulkan akibat hukum, 
keduanya merupakan hasil dari suatu perjanjian dan kesepakatan antara 
penjual dan pembeli, selain itu keduanya mempunyai manfaat dan tujuan 
yang sama. Sedangkan perbedaanya terletak pada tidak adanya konsep 
garansi tambahan pada khiy<ar. Waktu dar tidak boleh lebih dari tiga hari, 
sedangkan waktu garansi adalah satu tahun, meskipun dalam prakteknya 
waktu garansi menyesuaikan kualitas dan kuantitas barang itu sendiri, 
Akibat hukum yang ditimbulkan dari tidak dilaksanakannya khiya<r adalah 
hilangnya kerelaan dari alah satu pihak, dan hal tersebut membuat unsur 
antaro<d{in (suka sama suka) tidak tercapai pada saat transaksi berlangsung. 
Berbeda dengan khiya<r, garansi menimbulkan akibat hukum yakni 
diberikannya sanksi administratif maupun pidana bagi pelaku usaha yang 
tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan garansi kepada pembeli. 
Selain itu, terdapat perbedaan lain terletak pada adanya kartu perjanjian 
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jaminan untuk garansi yang didalamnya terdapat prosedur penggunaan 
kartu tersebut. Sedangkan dalam khiya<r tidak terdapat kartu perjanjian 
jaminan. Peraturan mengenai khiya<r dinukil dari dalil naqli yang bersumber 
dari firman Allah SWT, sehingga Allah lah yang memberi hukuman bagi 
pihak-pihak yang curang terhadap pelaksanaan khiya<r, Allah juga yang 
memberi pahala apabila ada seseorang yang jujur dalam melaksanakan 
khiya<r. Sedangkan dalam garansi pemerintah lah  yang bertanggung jawab 
atas pembinaan penyelenggaraan segala sesuatu yang berkaitan dengan 
perlindungan konsumen, termasuk garansi. Sedangkan dalam hal 
pengawasan dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga 
perlindungan konsumen swadaya masyarakat 
 
B. Saran 
 
1.  Relevanasi khiya>r jual beli terhadap sistem garansi adalah salah satu 
metode istinbat hukum Islam dalam melindungi konsumen yang dapat 
dijadikan legitimasi dalam menyelesaikan masalah-masalah hak-hak 
konsumen. Dalam hal ini, diharapkan para pelaku usaha untuk 
memperhatikan aturan-aturan perekonomian yang ada. 
2. Hendaknya penelitian ini tidak berhenti sampai disini, penulis 
mengharapkan kepada seluruh elemen untuk senantiasa melakukan 
pengembangkan keilmuan yang berkaitan dengan hukum islam.  
3. Bagi para peneliti selanjutnya dapat mengadakan penelitian lapangan 
tentang garansi yang akhirnya dapat di bandingkan dengan konsep khiya>r 
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jual beli maz|hab Sya<fi’i maupun Peraturan Perundang Undangan di 
Indonesia tentang garansi.  
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